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KATA PENGANTAR 

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Prov. 

SULTRA Satu Pintu Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja 

Tahun 2025. LKjIP DPMPTSP Prov. SULTRA Tahun 2025 merupakan 

bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan 

penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi 

pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 dilaksanakan dalam 

konteks penyesuaian kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah yang 

menuntut peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas belanja 

publik guna mendukung prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi 

Tenggara. Meskipun demikian DPMPTSP Prov. SULTRA tetap 

mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah 

diperjanjikan.  

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan 

gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat 

keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan 

indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini 

dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih 

berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di 

masa mendatang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

  Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang 

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah 

diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan 

lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 

2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk 

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan 

anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan 

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta 

pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap 

pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat 

daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun 

dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai 

berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara 

diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas 

Instansi Pemerintah (LKjIP).  
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Penyusunan LKJIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2025 yang 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian 

kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah 

ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat 

daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk 

memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi 

mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga 

sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi 

pemerintah untuk meningkatkan kinerja.  

1.2 Penjelasan Umum Organisasi 

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan 

dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi 

Tenggara: 

 

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

        Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 6 

Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara, mempunyai tugas 

membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 

        Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. 

Sulawesi Tenggara mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu;  

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu;  
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c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu;  

d. Pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubemur terkait 

dengan tugas dan fungsi dinas. 

        Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 

sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi 

dan tatakerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara. Berikut bagan struktur 

organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Prov. Sulawesi Tenggara. 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara 

 

Sumber : DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara 
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1.2.2 Anggaran  

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran 

yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara. Berikut adalah 

Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara: 

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025 

Sumber Tahun Jumlah 

(1) (2) (3) 

APBD Tahun 2025 Rp 10.505.869.932,00 

APBD Tahun 2024 Rp 14.000.130.152,00 

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025 

1.3 Dasar Hukum 

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara ini disusun 

berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 

Daerah. 

2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang 

Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 

Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah. 
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1.4 Sistematika Laporan Kinerja 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Kecamatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2025 adalah: 

BAB I   PENDAHULUAN 

 

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi 

berfokus pada aspek strategis organisasi dan 

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang 

dihadapi. 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

 

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian 

kinerja tahun yang bersangkutan. 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 

 

Capaian kinerja organisasi untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi 

disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja 

organisasi.  

3.2 Realisasi Anggaran 

 

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah 

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi 

diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian 

Kinerja. 

BAB IV PENUTUP 

 

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas 

capaian kinerja organisasi serta langkah di masa 

mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

LAMPIRAN  

1 Perjanjian Kinerja. 

2 Lain-lain yang dianggap perlu. 

 



 

6 
 

BAB II  

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 

Tujuan dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Prov. Sulawesi Tenggara adalah Terwujudnya iklim investasi yang 

kompetitif. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan 

dan Sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Prov. Sulawesi Tenggara: 

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat 

Daerah Tahun Periode Rencana Strategis 

No Tujuan Sasaran 
Indikator 

Kinerja 

Target Kinerja Pada Tahun 

2025 2026 2027 2028 2029 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.2.

5 

Meningk

atnya 

produkti

vitas 

ekonomi 

sektor 

unggulan 

daerah 

1.

2.

1.

1  

Meningkat

nya 

Produktivit

as 

Ekonomi 

Sektor 

Unggulan 

Daerah 

Persentase 

Peningkatan 

Investasi / 

Pembentukan 

Modal Tetap 

Bruto (PMTB) 

20.18 20.18 20.18 20.18 20.18 

Sumber : Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. 

Sulawesi Tenggara Periode 2025 - 2029 

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n 



 

7 
 

No Tujuan/ 

Sasaran 

Strategi

s 

Indikator 

Kinerja 

Satua

n 

Penjelasan 

Definisi Operasional Formulasi/ 

Rumus 

Perhitungan 

Sumber 

Data 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1.2.

5 

Meningk

atnya 

produktiv

itas 

ekonomi 

sektor 

unggulan 

daerah 

1.

2.

5

#.

6 

Persentase 

Pembentuk

an Modal 

Tetap 

Bruto 

(PMTB) 

Persen Pembentukan Modal Tetap 

Bruto (PMTB) adalah ukuran 

yang menunjukkan tingkat 

pertumbuhan nilai investasi 

fisik di suatu wilayah dalam 

satu periode dibandingkan 

tahun sebelumnya, meliputi 

pembangunan gedung, 

mesin, peralatan, 

kendaraan, dan aset tetap 

lainnya yang digunakan 

untuk kegiatan produksi. 

Peningkatan persentase 

PMTB mencerminkan 

naiknya aktivitas investasi 

dan kapasitas ekonomi 

daerah,  

Rata-rata 

persentase 

kenaikan 

PMTB 2020-

2024= 

9,68+7,28+6,8

4+0,21 / 4 = 

6,00% 

 

PMTB tahun 

berikutnya=PM

TB tahun 

sebelumnya×(1

+6,00%) 

 

Badan 

Pusat 

Statistik 

(BPS) — 

(DPMPTS

P) — 

 

Bappeda 

atau 

BPKAD 

—  

1.2.

5 

 1.

2.

5

#.

1 

Pertumbuh

an PDRB 

LU 

Pertanian, 

Kehutanan 

dan 

Perikanan 

Persen Pertumbuhan PDRB 

Lapangan Usaha Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan 

di Sulawesi Tenggara adalah 

persentase kenaikan atau 

penurunan nilai tambah 

yang dihasilkan oleh sektor 

pertanian, kehutanan, dan 

perikanan di Provinsi 

Sulawesi Tenggara dari satu 

periode ke periode 

berikutnya 

Pertumbuhan 

PDRB =  

(PDRB 

sekarang 

– PDRB 

sebelumnya)/ 

PDRB 

sebelumnya 

kali 100% 

Badan 

Pusat 

Statistik 

(BPS) 

1.2.

5 

 1.

2.

5

#.

2 

Pertumbuh

an PDRB 

LU 

Pertamban

gan dan 

Penggalian 

Persen Pertumbuhan PDRB 

Lapangan Usaha 

Pertambangan dan 

Penggalian di Sulawesi 

Tenggara adalah persentase 

kenaikan atau penurunan 

nilai tambah yang dihasilkan 

oleh sektor Pertambangan 

dan Penggalian di Provinsi 

Sulawesi Tenggara dari satu 

Pertumbuhan 

PDRB =  

(PDRB 

sekarang 

– PDRB 

sebelumnya)/ 

PDRB 

sebelumnya 

kali 100% 

Badan 

Pusat 

Statistik 

(BPS) 
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No Tujuan/ 

Sasaran 

Strategi

s 

Indikator 

Kinerja 

Satua

n 

Penjelasan 

Definisi Operasional Formulasi/ 

Rumus 

Perhitungan 

Sumber 

Data 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

periode ke periode 

berikutnya 

1.2.

5 

 1.

2.

5

#.

3 

Pertumbuh

an PDRB 

LU Industri 

Pengolaha

n 

Persen Pertumbuhan PDRB 

Lapangan Usaha Industri 

Pengolahan di Sulawesi 

Tenggara adalah persentase 

kenaikan atau penurunan 

nilai tambah yang dihasilkan 

oleh sektor Industri 

Pengolahan di Provinsi 

Sulawesi Tenggara dari satu 

periode ke periode 

berikutnya 

Pertumbuhan 

PDRB =  

(PDRB 

sekarang 

– PDRB 

sebelumnya)/ 

PDRB 

sebelumnya 

kali 100% 

Badan 

Pusat 

Statistik 

(BPS) 

1.2.

5 

 1.

2.

5

#.

4 

Pertumbuh

an PDRB 

LU 

Akomodasi 

dan Makan 

Minum 

Persen Pertumbuhan PDRB 

Lapangan Usaha Akomodasi 

dan Makan Minum di 

Sulawesi Tenggara adalah 

persentase kenaikan atau 

penurunan nilai tambah 

yang dihasilkan oleh sektor 

Akomodasi dan Makan 

Minum di Provinsi Sulawesi 

Tenggara dari satu periode 

ke periode berikutnya 

Pertumbuhan 

PDRB =  

(PDRB 

sekarang 

– PDRB 

sebelumnya)/ 

PDRB 

sebelumnya 

kali 100% 

Badan 

Pusat 

Statistik 

(BPS) 

1.2.

5 

 1.

2.

5

#.

5 

Pertumbuh

an PDRB 

LU 

Perdagang

an 

Persen Pertumbuhan PDRB 

Lapangan Usaha 

Perdagangan di Sulawesi 

Tenggara adalah persentase 

kenaikan atau penurunan 

nilai tambah yang dihasilkan 

oleh sektor Perdagangan di 

Provinsi Sulawesi Tenggara 

dari satu periode ke periode 

berikutnya 

Pertumbuhan 

PDRB =  

(PDRB 

sekarang 

– PDRB 

sebelumnya)/ 

PDRB 

sebelumnya 

kali 100% 

 

 

Badan 

Pusat 

Statistik 

(BPS) 

1.2.

5.1 

Meningk

atnya 

1.

2.

Persentase 

Peningkata

Persen Persentase Peningkatan 

Investasi PMA dan PMDN 

%Peningkatan 

=  (𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 

Badan 

Koordina
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No Tujuan/ 

Sasaran 

Strategi

s 

Indikator 

Kinerja 

Satua

n 

Penjelasan 

Definisi Operasional Formulasi/ 

Rumus 

Perhitungan 

Sumber 

Data 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Produktiv

itas 

Ekonomi 

Sektor 

Unggulan 

Daerah 

5.

1

#

0.

1 

n investasi 

PMA dan 

PMDN 

adalah ukuran yang 

menunjukkan seberapa 

besar kenaikan atau 

penurunan nilai investasi 

dari Penanaman Modal Asing 

(PMA) dan Penanaman 

Modal Dalam Negeri (PMDN) 

pada periode tertentu 

dibandingkan dengan 

periode sebelumnya. 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 

n - 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 

n-1)/( 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 

n-1)  x 100% 

 

si 

Penanam

an Modal 

(BKPM) 

atau kini 

disebut 

Kementer

ian 

Investasi

/BKPM 

1.3.

3 

Terwujud

nya 

transfor

masi tata 

kelola 

pemerint

ahan 

yang 

adaptif, 

akuntabe

l dan 

berintegri

tas 

1.

3.

3

#.

1 

Nilai AKIP Nilai Nilai AKIP (Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah) 

adalah skor atau hasil 

evaluasi yang diberikan 

kepada instansi pemerintah 

atas tingkat penerapan 

Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP), 

yang mencerminkan kualitas 

perencanaan, pengukuran, 

pelaporan, evaluasi, dan 

capaian kinerja organisasi. 

Nilai AKIP= 

Nilai 

Perencanaan 

Kinerja + Nilai 

Pengukuran 

Kinerja + Nilai 

Pelaporan 

Kinerja + Nilai 

Evaluasi 

Internal + Nilai 

Capaian 

Kinerja 

LHE 

Kemen 

PANRB 

1.3.

3 

 1.

3.

3

#.

2 

Indeks 

Pelayanan 

Publik 

Nilai Indeks Pelayanan Publik 

(IPP) adalah ukuran 

kuantitatif yang digunakan 

untuk menilai tingkat 

kualitas penyelenggaraan 

pelayanan publik pada suatu 

instansi pemerintah 

berdasarkan pemenuhan 

standar pelayanan, sarana 

prasarana, kompetensi 

pelaksana, serta sistem 

pengelolaan pengaduan 

IPP = 

∑((Nilai Aspek×

Bobot Aspek) 

LHE 

Kemen 

PANRB 

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2025 
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2.2 Rencana Kinerja Tahun n 

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan 

program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan 

oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana 

Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah 

Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2025 : 

 

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara 

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1.2.5 Meningkatnya 

produktivitas 

ekonomi sektor 

unggulan daerah 

1.2.

1.1 

Meningkatnya 

iklim investasi 

yang kondusif 

Persentase Peningkatan 

Nilai Realisasi Investasi 

PMA/PMDN 

Persen 20.18 

Sumber : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Prov. Sulawesi Tenggara tahun 2025 

 

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang 

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada 

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. 

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna 

untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang 

terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam 

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih 

baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak 

terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara tahun 2025 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2025  

No Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja 
Target 

(1) (2) (3) (4) 

1.2.5 
Terwujudnya iklim investasi yang 

kompetitif 

Persentase Peningkatan 

Investasi / Pembentukan 

Modal Tetap Bruto 

(PMTB) 

6 

1.2.5 
Meningkatnya produktivitas ekonomi 

sektor unggulan daerah 

Pertumbuhan PDRB LU 

Pertanian, Kehutanan 

dan Perikanan 

4.04 

1.2.5 
Meningkatnya produktivitas ekonomi 

sektor unggulan daerah 

Pertumbuhan PDRB LU 

Pertambangan dan 

Penggalian 

6.55 

1.2.5 
Meningkatnya produktivitas ekonomi 

sektor unggulan daerah 

Pertumbuhan PDRB LU 

Industri Pengolahan 
13.63 

1.2.5 
Meningkatnya produktivitas ekonomi 

sektor unggulan daerah 

Pertumbuhan PDRB LU 

Akomodasi dan Makan 

Minum 

4.45 

1.2.5 
Meningkatnya produktivitas ekonomi 

sektor unggulan daerah 

Pertumbuhan PDRB LU 

Perdagangan 
3.9 

1.2.5.1 
Meningkatnya iklim investasi PMA dan 

PMDN 

Persentase Peningkatan 

investasi PMA dan PMDN 
20.18 

1.3.3 

Terwujudnya transformasi tata kelola 

pemerintahan yang adaptif, akuntabel 

dan berintegritas 

Nilai AKIP 89.8 

1.3.3 

Terwujudnya transformasi tata kelola 

pemerintahan yang adaptif, akuntabel 

dan berintegritas 

Indeks Pelayanan Publik 3.57 

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2025 

 

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, 

dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja 

dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah 

ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi 

Tenggara: 
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Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara 

Tahun 2025 

No. 
Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1.2.5

.1.1 

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH PROVINSI 

Cakupan Pelayanan Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

Provinsi  

81.58  

1.2.5

.1.1.

1 

Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Penganggaran dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah  

14  

1.2.5

.1.1.

1 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Administrasi 

Keuangan Perangkat Daerah  

37  

1.2.5

.1.1.

1.1 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah  

5  

1.2.5

.1.1.

1.1 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN 

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN  

113  

1.2.5

.1.1.

1.2 

Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen RKA- SKPD 

Jumlah Dokumen RKA-SKPD 

dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD  

3  

1.2.5

.1.1.

1.2 

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN  

12  

1.2.5

.1.1.

1.3 

Koordinasi dan Penyusunan 

DPA-SKPD 

Jumlah Dokumen DPA-SKPD 

dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen DPA-

SKPD  

 0 

1.2.5

.1.1.

1.3 

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD  

1  

1.2.5

.1.1.

1.4 

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 

6  
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No. 
Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD  

1.2.5

.1.1.

1.4 

Pengelolaan dan Penyiapan 

Bahan Tanggapan Pemeriksaan 

Jumlah Dokumen Bahan 

Tanggapan Pemeriksaan dan 

Tindak Lanjut Pemeriksaan  

 0 

1.2.5

.1.1.

1.5 

Pelaksanaan Pengumpulan 

Data Statistik Sektoral Daerah 

Jumlah Data Statistik Sektoral 

Daerah yang Telah 

Dikumpulkan dan Diperiksa 

Lingkup Perangkat Daerah  

 0 

1.2.5

.1.1.

1.5 

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/Semesteran SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/ 

Triwulanan/Semesteran SKPD 

dan Laporan Koordinasi 

Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semestera

n SKPD  

12  

1.2.5

.1.1.

1.6 

Sinkronisasi dan Harmonisasi 

Pusat dan Daerah dalam 

Rangka Mendukung Target 

Pembangunan Nasional melalui 

Koordinasi Teknis 

Pembangunan 

Jumlah Berita Acara Hasil 

Sinkronisasi dan Harmonisasi 

Pusat dan Daerah dalam Rangka 

Mendukung Target 

Pembangunan Nasional melalui 

Koordinasi Teknis 

Pembangunan  

 0 

1.2.5

.1.1.

1.7 

Koordinasi Peningkatan 

Partisipasi Masyarakat dalam 

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Daerah yang 

Diampu 

Jumlah Subtansi Koordinasi 

Peningkatan Partisipasi 

Masyarakat dalam 

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Daerah yang 

Diampu  

 0 

1.2.5

.1.1.

2 

Administrasi Barang Milik 

Daerah pada Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Administrasi 

Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah  

1  

1.2.5

.1.1.

2.1 

Penyusunan Perencanaan 

Kebutuhan Barang Milik 

Daerah SKPD 

Jumlah Rencana Kebutuhan 

Barang Milik Daerah SKPD  

1  

1.2.5

.1.1.

3 

Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Administrasi 

Kepegawaian Perangkat Daerah  

1  

1.2.5

.1.1.

3.1 

Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Disiplin Pegawai 

Jumlah Unit Peningkatan 

Sarana dan Prasarana Disiplin 

Pegawai  

 0 
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No. 
Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1.2.5

.1.1.

3.2 

Pengadaan Pakaian Dinas 

Beserta Atribut 

Kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian Dinas 

Beserta Atribut Kelengkapan  

 0 

1.2.5

.1.1.

3.3 

Bimbingan Teknis 

Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan 

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-

Undangan  

 0 

1.2.5

.1.1.

3.4 

Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi 

Jumlah Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi yang 

Mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan  

5  

1.2.5

.1.1.

3.5 

Sosialisasi Peraturan 

Perundang-Undangan 

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Sosialisasi Peraturan 

PerundangUndangan  

 0 

1.2.5

.1.1.

4 

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

Jumlah Dokumen Administrasi 

Umum Perangkat Daerah  

45  

1.2.5

.1.1.

4.1 

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 

Jumlah Paket Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan  

1  

1.2.5

.1.1.

4.2 

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan  

2  

1.2.5

.1.1.

4.3 

Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga 

Jumlah Paket Peralatan Rumah 

Tangga yang Disediakan  

 0 

1.2.5

.1.1.

4.4 

Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik 

Kantor yang Disediakan  

2  

1.2.5

.1.1.

4.5 

Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan 

dan Penggandaan yang 

Disediakan  

3  

1.2.5

.1.1.

4.6 

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang- 

Undangan 

Jumlah Dokumen Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan yang 

Disediakan  

14  

1.2.5

.1.1.

4.7 

Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi 

Kunjungan Tamu  

12  



 

15 
 

No. 
Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1.2.5

.1.1.

4.8 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD  

12  

1.2.5

.1.1.

4.9 

Dukungan Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD 

Jumlah Dokumen Dukungan 

Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD  

 0 

1.2.5

.1.1.

5 

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Jumlah Dokumen Pengadaan 

Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah  

5  

1.2.5

.1.1.

5.1 

Pengadaan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

Jumlah Unit Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Disediakan  

1  

1.2.5

.1.1.

5.2 

Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 

Disediakan  

0  

1.2.5

.1.1.

5.3 

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang Disediakan  

8  

1.2.5

.1.1.

5.4 

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan 

Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan  

1  

1.2.5

.1.1.

6 

Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah Dokumen Penyediaan 

Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah  

9  

1.2.5

.1.1.

6.1 

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat  

2  

1.2.5

.1.1.

6.2 

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan  

3  

1.2.5

.1.1.

6.3 

Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum Kantor 

yang Disediakan  

4  

1.2.5

.1.1.

7 

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Jumlah Dokumen Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah  

3  

1.2.5

.1.1.

7.1 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan Dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya  

15  
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No. 
Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1.2.5

.1.1.

7.2 

Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara  

23  

1.2.5

.1.1.

7.3 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi  

1  

1.2.5

.1.1.

7.4 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi  

1  

1.2.5

.1.1.

7.5 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi  

 0 

1.2.5

.1.2 

PROGRAM PENGEMBANGAN 

IKLIM PENANAMAN MODAL 

Realisasi Total terhadap Target 

Investasi  

20.18  

1.2.5

.1.2.

1 

Penetapan Pemberian 

Fasilitas/Insentif dibidang 

Penanaman Modal yang 

Menjadi Kewenangan Daerah 

Provinsi 

Jumlah Dokumen Penetapan 

Pemberian Fasilitas/Insentif 

Dibidang Penanaman Modal 

yang Menjadi Kewenangan 

Daerah Provinsi  

 0 

1.2.5

.1.2.

1.1 

Penetapan Kebijakan Daerah 

dalam Pemberian 

Fasilitas/Insentif dan 

Kemudahan Penanaman Modal 

Jumlah Peraturan 

Daerah/Provinsi dalam 

Pemberian Fasilitas/Insentif 

dan Kemudahan Penanaman 

Modal 

  

 0 

1.2.5

.1.2.

1.2 

Fasilitasi Kemitraan yang 

dilakukan oleh Pemerintah 

Provinsi 

Jumlah Kesepakatan Kemitraan 

antara Usaha Besar 

(PMA/PMDN) 

dengan UMKM di daerah 

  

 0 

1.2.5

.1.2.

1.3 

Rekomendasi Kebijakan Sektor 

Usaha yang Regulasinya 

Diharmonisasi Terkait Perizinan 

Berusaha Berbasis Resiko 

Jumlah rekomendasi kebijakan 

sektor usaha yang regulasinya 

diharmonisasi terkait Perizinan 

Berusaha Berbasis Resiko  

 0 

1.2.5

.1.2.

2 

Pembuatan Peta Potensi 

Investasi Provinsi 

Jumlah Dokumen Peta Potensi 

Investasi Provinsi  

1  

1.2.5

.1.2.

2.1 

Penyusunan Rencana Umum 

Penanaman Modal Daerah 

Provinsi 

Jumlah Peraturan Daerah 

(Perda) Rencana Umum 

1  
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No. 
Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

Penanaman Modal Daerah 

Provinsi  

1.2.5

.1.2.

2.2 

Pemutakhiran data potensi 

investasi daerah pada Sistem 

PIR (Potensi Investasi Regional) 

Jumlah daerah yang telah 

dilaksanakan pemutakhiran 

data potensi investasi 

  

 0 

1.2.5

.1.3 

PROGRAM PROMOSI 

PENANAMAN MODAL 

Persentase Peningkatan Investor 

yang Berinvestasi  

19.71  

1.2.5

.1.3.

1 

Penyelenggaraan Promosi 

Penanaman Modal yang 

Menjadi Kewenangan Daerah 

Provinsi 

Jumlah Dokumen 

Penyelenggaraa n Promosi 

Penanaman Modal yang Menjadi 

Kewenangan Daerah Provinsi  

5  

1.2.5

.1.3.

1.1 

Pelaksanaan Kegiatan Promosi 

Penanaman Modal Kewenangan 

Provinsi 

Jumlah Dokumen Hasil 

Kegiatan Promosi Penanaman 

Modal Provinsi  

1  

1.2.5

.1.3.

1.2 

Penyusunan Strategi Promosi 

Penanaman Modal Kewenangan 

Provinsi 

Jumlah dokumen strategi 

Promosi Penanaman Modal 

Provinsi  

1  

1.2.5

.1.4 

PROGRAM PELAYANAN 

PENANAMAN MODAL 

Persentase Pelaku Usaha yang 

Memperoleh Izin Sesuai 

Ketentuan 

  

28.15  

1.2.5

.1.4.

1 

Penanaman Modal yang Ruang 

Lingkupnya Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Penanaman 

Modal yang Ruang Lingkupnya 

Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota 

  

3  

1.2.5

.1.4.

1.1 

Penyediaan Pelayanan 

Perizinan Berusaha melalui 

Sistem Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko Terintegrasi 

secara Elektronik 

Jumlah Pelaku Usaha yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Perizinan Berusaha melalui 

Sistem Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko Terintegrasi 

secara Elektronik 

  

10  

1.2.5

.1.4.

1.2 

Pemantauan, Analisis, 

Evaluasi, dan Pelaporan di 

Bidang Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko 

Jumlah Kegiatan Usaha yang 

Mendapat Pemantauan, Analisis, 

Evaluasi, dan Pelaporan di 

Bidang Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko 

Lintas Daerah 

  

100  
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No. 
Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1.2.5

.1.4.

1.3 

Penyediaan dan Pengelolaan 

Layanan Konsultasi Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko 

Jumlah Pelaku usaha yang 

Memperoleh Layanan Konsultasi 

Perizinan Berusaha melalui 

Sistem Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko Terintegrasi 

secara elektronik  

40  

1.2.5

.1.4.

2 

Penanaman Modal yang 

Menurut Ketentuan Peraturan 

Perundangan-Undangan 

Menjadi Kewenangan Daerah 

Provinsi 

Jumlah Dokumen Penanaman 

Modal yang Menurut Ketentuan 

Peraturan Perundang- 

Undangan Menjadi Kewenangan 

Daerah Provinsi 

  

 0 

1.2.5

.1.4.

2.1 

Penyediaan dan pengelolaan 

Layanan Konsultasi Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko 

Jumlah Pelaku Usaha yang 

Memperoleh Layanan Konsultasi 

Perizinan Berusaha melalui 

Sistem Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko Terintegrasi 

secara Elektronik 

  

 0 

1.2.5

.1.4.

2.2 

Penyediaan Pelayanan 

Perizinan Berusaha melalui 

Sistem Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko Terintegrasi 

secara Elektronik 

Tersedianya Pelayanan Perizinan 

Berusaha melalui Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko Terintegrasi secara 

Elektronik 

  

 0 

1.2.5

.1.4.

2.3 

Pemantauan, Analisis, 

Evaluasi, dan Pelaporan di 

Bidang Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko 

Evaluasi, dan Pelaporan di 

Bidang Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko Lintas Daerah 

Provinsi bagi Kegiatan Usaha 

dari Pelaku 

Usaha 

  

 0 

1.2.5

.1.5 

PROGRAM PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN PENANAMAN 

MODAL 

Persentase Penyelesaian 

Permasalahan dan Hambatan 

yang Dihadapi Pelaku Usaha 

dalam Membuka Usaha  

100  

1.2.5

.1.5.

1 

Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal yang 

Menjadi Kewenangan Daerah 

Provinsi 

Jumlah Realisasi Investasi 

PMA/PMDN  

13.28  
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No. 
Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1.2.5

.1.5.

1.1 

Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari 

Pelaku Usaha yang Telah 

Dianalisa dan Diverifikasi Data, 

Profil dan Informasi Kegiatan 

Usaha dari Pelaku Dilakukan 

Inspeksi Lapangan; serta 

Dilakukan Evaluasi Penilaian 

Kepatuhan Pelaksanaan 

Perizinan Berusaha 

  

50  

1.2.5

.1.5.

1.2 

Penyelesaian Permasalahan dan 

Hambatan yang dihadapi 

Pelaku Usaha dalam 

merealisasikan Kegiatan 

Usahanya 

Jumlah Penyelesaian 

Permasalahan dan Hambatan 

yang dihadapi Pelaku Usaha 

dalam merealisasikan Kegiatan 

Usahanya  

22  

1.2.5

.1.5.

1.3 

Bimbingan Teknis kepada 

Pelaku Usaha 

Jumlah Pelaku Usaha yang 

Mengikuti Bimbingan Teknis/ 

Sosialisasi Implementasi 

Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko dan Pengawasan 

Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko  

 0 

1.2.5

.1.6 

PROGRAM PENGELOLAAN 

DATA DAN SISTEM INFORMASI 

PENANAMAN MODAL 

Persentase Pemanfaatan Data 

dan Informasi Penanaman Modal 

  

 0 

1.2.5

.1.6.

1 

Urusan Pengelolaan Data dan 

Informasi Perizinan dan Non 

Perizinan Penanaman Modal 

yang Terintegrasi pada Tingkat 

Daerah Provinsi 

Jumlah Dokumen Urusan 

Pengelolaan Data dan Informasi 

Perizinan dan Non Perizinan 

Penanaman Modal yang 

Terintegrasi pada Tingkat 

Daerah Provinsi 

  

 0 

1.2.5

.1.6.

1.1 

Pengolahan, Penyajian dan 

Pemanfaatan Data dan 

Informasi Perizinan Berbasis 

Sistem Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik 

Jumlah Data dan Informasi 

Perizinan Berbasis Sistem 

Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara Elektronik 

yang Diolah, Dikaji 

dan Dimanfaatkan 

  

0  

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2025  
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1 Capaian Kinerja 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari 

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan 

mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi 

organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan 

akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara selaku 

pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban 

berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi 

Tenggara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian 

target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang 

ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian 

Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran 

kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan 

untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara. 

        Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang 

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi 

pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan 
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Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah.  

3.1.1 Skala Capaian Kinerja 

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala 

pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja 

untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Pengkategorian Capaian Kinerja 

No Kategori/Interpretasi Rata-Rata % Capaian 

1 Sangat Tinggi 91 ≤ 100 

2 Tinggi 76 ≤ 90 

3 Sedang 66 ≤ 75 

4 Rendah 51 ≤ 65 

5 Sangat Rendah ≤ 50 

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

 

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan 

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara tahun 

2025 menunjukan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun n 

No. 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capaian 

% 
Kategori 

Sumber 

Data 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1.2.5  Terwujudnya 

iklim investasi 

yang 

kompetitif 

Persentase 

Peningkatan 

Investasi / 

Pembentukan 

Modal Tetap 

Bruto (PMTB)  

6 5.79 96,50 Sangat Tingi Badan 

Pusat 

Statistik 

(BPS)  

1.2.5  Meningkatnya 

produktivitas 

Pertumbuhan 

PDRB LU 

4.04 3.74 92,57 Sangat Tingi  BPS 



 

22 
 

No. 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capaian 

% 
Kategori 

Sumber 

Data 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

ekonomi 

sektor 

unggulan 

daerah 

Pertanian, 

Kehutanan 

dan 

Perikanan  

1.2.5  Meningkatnya 

produktivitas 

ekonomi 

sektor 

unggulan 

daerah 

Pertumbuhan 

PDRB LU 

Pertambangan 

dan 

Penggalian  

6.55 6.37 97,25 Sangat Tingi  BPS 

1.2.5  Meningkatnya 

produktivitas 

ekonomi 

sektor 

unggulan 

daerah 

Pertumbuhan 

PDRB LU 

Industri 

Pengolahan  

13.63 14.91 109,39 Sangat Tingi  BPS 

1.2.5  Meningkatnya 

produktivitas 

ekonomi 

sektor 

unggulan 

daerah 

Pertumbuhan 

PDRB LU 

Akomodasi 

dan Makan 

Minum  

4.45 13.42 301,57 Sangat Tingi  BPS 

1.2.5  Meningkatnya 

produktivitas 

ekonomi 

sektor 

unggulan 

daerah 

Pertumbuhan 

PDRB LU 

Perdagangan  

3.9 6.36 163,08 Sangat Tingi  BPS 

1.2.5

.1 

 Meningkatnya 

iklim investasi 

PMA dan 

PMDN 

Persentase 

Peningkatan 

investasi PMA 

dan PMDN  

20.18 162.13 803,42 Sangat Tingi Badan 

Koordinasi 

Penanaman 

Modal 

(BKPM) 

atau kini 

disebut 

Kementeria

n 

Investasi/B

KPM  

1.3.3  Terwujudnya 

transformasi 

tata kelola 

pemerintahan 

Nilai AKIP  89.8 70.05 78,01 Tinggi LHE Kemen 

PANRB  
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No. 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capaian 

% 
Kategori 

Sumber 

Data 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

yang adaptif, 

akuntabel dan 

berintegritas 

1.3.3  Terwujudnya 

transformasi 

tata kelola 

pemerintahan 

yang adaptif, 

akuntabel dan 

berintegritas 

Indeks 

Pelayanan 

Publik  

3.57 3.57 100 Sangat Tingi LHE Kemen 

PANRB  

Sumber : BPS, BPSM, LHE KemenpanRB Olah Data DPMPTSP Prov. Sultra 

Uraian penjelasan tabel :  

Pada Tahun pelaporan, capaian kinerja Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara 

pada Sasaran Strategis 1.2.5 menunjukkan hasil yang sangat baik. 

Indikator Persentase Peningkatan Investasi/Pembentukan Modal 

Tetap Bruto (PMTB) ditargetkan sebesar 6 persen dengan realisasi 

5,79 persen atau capaian 96,50 persen (kategori Sangat Tinggi). Pada 

saat yang sama, produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah juga 

menunjukkan kinerja positif. Pertumbuhan PDRB lapangan usaha 

pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, 

industri pengolahan, akomodasi dan makan minum, serta 

perdagangan secara umum berada pada kategori Sangat Tinggi, 

bahkan beberapa sektor melampaui target secara signifikan, 

khususnya industri pengolahan, akomodasi dan makan minum, 

serta perdagangan. Capaian tersebut mencerminkan meningkatnya 

aktivitas ekonomi daerah yang didukung oleh iklim investasi yang 

relatif kondusif. 

Selanjutnya, pada Sasaran Strategis 1.2.5.1 terkait peningkatan 

iklim investasi PMA dan PMDN, realisasi investasi menunjukkan 

kinerja yang sangat signifikan. Dari target peningkatan sebesar 20,18 
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persen, realisasi mencapai 162,13 persen dengan tingkat capaian 

803,42 persen (kategori Sangat Tinggi). Hal ini menunjukkan 

tingginya minat dan kepercayaan investor terhadap potensi dan 

peluang usaha di Provinsi Sulawesi Tenggara. Lonjakan realisasi 

investasi tersebut turut memberikan kontribusi terhadap 

pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan dan memperkuat 

struktur perekonomian daerah. 

Adapun pada Sasaran Strategis 1.3.3 terkait transformasi tata 

kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel dan berintegritas, 

Indeks Pelayanan Publik berhasil melampaui target dengan capaian 

100,28 persen, yang menunjukkan kualitas pelayanan publik tetap 

terjaga dan meningkat. Sementara itu, Nilai AKIP mencapai 78,01 

persen dari target yang ditetapkan, sehingga masih memerlukan 

upaya perbaikan pada aspek perencanaan, pengukuran, dan 

evaluasi kinerja. Secara keseluruhan, mayoritas indikator kinerja 

berada pada kategori Sangat Tinggi, yang menggambarkan bahwa 

DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara telah menunjukkan kinerja 

yang efektif dalam mendorong peningkatan investasi, pertumbuhan 

ekonomi daerah, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. 

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja 

tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja 

No 
Tujuan/ 

Sasaran 
Indikator Kinerja 

Tahun 

(n-3) 

Tahun 

(n-2) 

Tahun 

(n-1) 
Tahun (N) 

Realias

i 

Realisa

si 

Realisa

si 

Targe

t 

Realis

asi 

% 

Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.2.

5 
Meningkatnya 

produktivitas 

ekonomi sektor 

unggulan 

daerah 

Persentase 

Peningkatan 

Investasi / 

Pembentukan 

Modal Tetap Bruto 

(PMTB)  

0,64 2,86 2,09 6 5.79 96,50 

1.2.

5 

Meningkatnya 

produktivitas 

ekonomi sektor 

unggulan 

daerah 

Pertumbuhan 

PDRB LU 

Pertanian, 

Kehutanan dan 

Perikanan   

6,78 4,31 3,85 4.04 3.74 92.57 

1.2.

5 

Meningkatnya 

produktivitas 

ekonomi sektor 

unggulan 

daerah 

Pertumbuhan 

PDRB LU 

Pertambangan dan 

Penggalian   

1,50 8,01 6,24 6.55 6.37 97.25 

1.2.

5 

Meningkatnya 

produktivitas 

ekonomi sektor 

unggulan 

daerah 

Pertumbuhan 

PDRB LU Industri 

Pengolahan  

16,81 12,81 12,98 13.63 14.91 109.39 

1.2.

5 

Meningkatnya 

produktivitas 

ekonomi sektor 

unggulan 

daerah 

Pertumbuhan 

PDRB LU 

Akomodasi dan 

Makan Minum   

8,34 5,18 4,24 4.45 13.42 301,57 

1.2.

5 

Meningkatnya 

produktivitas 

ekonomi sektor 

unggulan 

daerah 

Pertumbuhan 

PDRB LU 

Perdagangan  

7,78 4,96 3,71 3.9 6.36 163.08 

1.2.

5.1 

Meningkatnya 

Produktivitas 

Ekonomi 

Sektor 

Unggulan 

Daerah 

 

 

Persentase 

Peningkatan 

investasi PMA dan 

PMDN  

-27.72 -28,87 -23.05 20.18 162.13 803,42 
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No 
Tujuan/ 

Sasaran 
Indikator Kinerja 

Tahun 

(n-3) 

Tahun 

(n-2) 

Tahun 

(n-1) 
Tahun (N) 

Realias

i 

Realisa

si 

Realisa

si 

Targe

t 

Realis

asi 

% 

Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.3.

3 

Terwujudnya 

transformasi 

tata kelola 

pemerintahan 

yang adaptif, 

akuntabel dan 

berintegritas 

Nilai AKIP  76.57 75.90 75.94 89.8 70.05 78.01 

1.3.

3 

Terwujudnya 

transformasi 

tata kelola 

pemerintahan 

yang adaptif, 

akuntabel dan 

berintegritas 

Indeks Pelayanan 

Publik  

3.77 3.04 2.84 3.57 3.57 100 

Sumber : BPS, BPSM, LHE KemenpanRB, Olah Data DPMPTSP Prov. Sultra 

Uraian penjelasan tabel : 

Berdasarkan perbandingan antar waktu, pada sasaran 

Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah terlihat 

dinamika yang fluktuatif namun cenderung membaik pada Tahun 

(N). Persentase Peningkatan Investasi/PMTB sebesar 5,79% pada 

Tahun (N) meningkat signifikan dibanding Tahun (n-1) sebesar 

2,09%, Tahun (n-2) sebesar 2,86%, dan Tahun (n-3) sebesar 0,64%, 

menunjukkan akselerasi pembentukan modal tetap bruto. 

Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan 

dan Perikanan sebesar 3,74% pada Tahun (N) sedikit menurun 

dibanding Tahun (n-1) sebesar 3,85% dan Tahun (n-2) sebesar 

4,31%, serta lebih rendah dibanding Tahun (n-3) sebesar 6,78%, 

sehingga sektor ini menunjukkan tren perlambatan. 

Sebaliknya, Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha 

Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,37% relatif stabil dibanding 

Tahun (n-1) sebesar 6,24%, namun lebih rendah dari Tahun (n-2) 

sebesar 8,01% dan lebih tinggi dari Tahun (n-3) sebesar 1,50%. 
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Pada sektor Industri Pengolahan, realisasi 14,91% pada Tahun 

(N) meningkat dibanding Tahun (n-1) sebesar 12,98% dan Tahun (n-

2) sebesar 12,81%, meskipun masih di bawah capaian Tahun (n-3) 

sebesar 16,81%. 

Pertumbuhan sektor Akomodasi dan Makan Minum 

menunjukkan lonjakan sangat signifikan menjadi 13,42% dibanding 

Tahun (n-1) 4,24%, Tahun (n-2) 5,18%, dan Tahun (n-3) 8,34%. Hal 

yang sama terjadi pada sektor Perdagangan yang meningkat menjadi 

6,36% dibanding Tahun (n-1) 3,71%, Tahun (n-2) 4,96%, dan Tahun 

(n-3) 7,78%. 

Indikator Persentase Peningkatan Investasi PMA dan PMDN 

mengalami perubahan sangat drastis, dari pertumbuhan negatif 

pada Tahun (n-3) -27,72%, Tahun (n-2) -28,87%, dan Tahun (n-1) -

23,05%, menjadi pertumbuhan positif 162,13% pada Tahun (N), 

menunjukkan pemulihan dan ekspansi investasi yang sangat kuat. 

Pada sasaran tata kelola pemerintahan, Nilai AKIP Tahun (N) 

sebesar 70,05 menurun dibanding Tahun (n-1) 75,94, Tahun (n-2) 

75,90, dan Tahun (n-3) 76,57. Sementara itu, Indeks Pelayanan 

Publik sebesar 3,57 meningkat dibanding Tahun (n-1) 2,84 dan 

Tahun (n-2) 3,04, meskipun sedikit lebih rendah dibanding Tahun 

(n-3) sebesar 3,77. 

Secara umum, kinerja sektor unggulan ekonomi pada Tahun (N) 

menunjukkan tren peningkatan signifikan dibanding tiga tahun 

sebelumnya, khususnya pada indikator investasi dan sektor jasa, 

meskipun masih terdapat beberapa indikator tata kelola yang perlu 

diperkuat. 

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen 

perencanaan strategis organisasi 

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan 
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strategis D Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Prov. Sulawesi Tenggara periode 2025-2029 diuraikan sebagai berikut : 

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 

No. 
Tujuan/ 

Sasaran 
Indikator Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

Tahun n 

Target Akhir 

Rencana 

Strategis 

Tingkat 

Kemajuan 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6) 

=4/5*100 

1.2.5 Meningkatnya 

produktivitas 

ekonomi 

sektor 

unggulan 

daerah 

 

 

 

Persentase Peningkatan 

Investasi / Pembentukan 

Modal Tetap Bruto (PMTB) 

5.79   6 96,50  

1.2.5 Meningkatnya 

produktivitas 

ekonomi 

sektor 

unggulan 

daerah 

Pertumbuhan PDRB LU 

Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan 

4.04  4.04 92.57 

1.2.5 Meningkatnya 

produktivitas 

ekonomi 

sektor 

unggulan 

daerah 

Pertumbuhan PDRB LU 

Pertambangan dan 

Penggalian 

6.55  6.55 97.25 

1.2.5 Meningkatnya 

produktivitas 

ekonomi 

sektor 

unggulan 

daerah 

Pertumbuhan PDRB LU 

Industri Pengolahan 

13.63  13.63 109.39 

1.2.5 Meningkatnya 

produktivitas 

ekonomi 

sektor 

unggulan 

daerah 

 

 

Pertumbuhan PDRB LU 

Akomodasi dan Makan 

Minum 

4.45  4.45 301,57 
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No. 
Tujuan/ 

Sasaran 
Indikator Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

Tahun n 

Target Akhir 

Rencana 

Strategis 

Tingkat 

Kemajuan 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6) 

=4/5*100 

1.2.5 Meningkatnya 

produktivitas 

ekonomi 

sektor 

unggulan 

daerah 

Pertumbuhan PDRB LU 

Perdagangan 

3.9  3.9 163.08 

1.2.5.

1 

Meningkatnya 

Produktivitas 

Ekonomi 

Sektor 

Unggulan 

Daerah 

Persentase Peningkatan 

investasi PMA dan PMDN 

162.13   20.18 803,42 

1.3.3 Terwujudnya 

transformasi 

tata kelola 

pemerintahan 

yang adaptif, 

akuntabel dan 

berintegritas 

Nilai AKIP  70.05  89.8  78.01 

1.3.3 Terwujudnya 

transformasi 

tata kelola 

pemerintahan 

yang adaptif, 

akuntabel dan 

berintegritas 

Indeks Pelayanan Publik  3.57  3.57  100 

Sumber : BPS, BPSM, LHE KemenpanRB, Olah Data DPMPTSP Prov. Sultra 

 

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar 

nasional (jika ada) 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar 

nasional diuraikan sebagai berikut: 
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Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ 

Kabupaten/Kota 

No 
Tujuan/ 

Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Tahun n 

Standar 

Nasional/ 

Provinsi/ 

Nama 

Daerah 

Lain 

% Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) =4/5*100 

1.2.

5 

Meningkatnya 

produktivitas 

ekonomi sektor 

unggulan daerah 

Persentase 

Peningkatan 

Investasi / 

Pembentukan 

Modal Tetap 

Bruto (PMTB) 

5.79  5.39 107,42 

1.2.

5 

Meningkatnya 

produktivitas 

ekonomi sektor 

unggulan daerah 

Pertumbuhan 

PDRB LU 

Pertanian, 

Kehutanan 

dan Perikanan 

 4.04  5.14 

 

78,60 

1.2.

5 

Meningkatnya 

produktivitas 

ekonomi sektor 

unggulan daerah 

Pertumbuhan 

PDRB LU 

Pertambangan 

dan 

Penggalian 

 6.55  -1.31  

 

784% 

1.2.

5 

Meningkatnya 

produktivitas 

ekonomi sektor 

unggulan daerah 

Pertumbuhan 

PDRB LU 

Industri 

Pengolahan 

 13.63  5.40  

 

252,41% 

1.2.

5 

Meningkatnya 

produktivitas 

ekonomi sektor 

unggulan daerah 

Pertumbuhan 

PDRB LU 

Akomodasi 

dan Makan 

Minum 

 4.45 Tidak ada data 

Nasional 

(Mungkin 

Terlalu Kecil) 

445 

1.2.

5 

Meningkatnya 

produktivitas 

ekonomi sektor 

unggulan daerah 

Pertumbuhan 

PDRB LU 

Perdagangan 

 3.9  6.07 64.25 

1.2.

5.1 

Meningkatnya 

Produktivitas 

Ekonomi Sektor 

Unggulan Daerah 

Persentase 

Peningkatan 

investasi PMA 

dan PMDN 

 

162.13  12,7 

 

1276.61 
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No 
Tujuan/ 

Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Tahun n 

Standar 

Nasional/ 

Provinsi/ 

Nama 

Daerah 

Lain 

% Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) =4/5*100 

1.3.

3 

Terwujudnya 

transformasi tata 

kelola pemerintahan 

yang adaptif, 

akuntabel dan 

berintegritas 

Nilai AKIP 70.05  73,61 

 

78.01 

1.3.

3 

Terwujudnya 

transformasi tata 

kelola pemerintahan 

yang adaptif, 

akuntabel dan 

berintegritas 

Indeks 

Pelayanan 

Publik 

3.57 

(skala 4) 

 4,02 

(skala 5, tahun 

2024) 

110.94 

Sumber : BPS, BPSM, LHE KemenpanRB Olah Data DPMPTSP Prov. Sultra 

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ 

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah 

dilakukan disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi 

 

No 

Tujuan/S

asaran 

Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

% 

Capaian 

Analisis 

Keberhasilan/Kegag

alan 

Solusi yang 

dilakukan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1.

2.

5 

Meningka

tnya 

produktivi

tas 

ekonomi 

sektor 

unggulan 

daerah  

Persentase 

Peningkatan 

Investasi / 

Pembentukan 

Modal Tetap 

Bruto 

(PMTB)  

6 5.79 96,50 Capaian belum 

memenuhi 

target (selisih 

0,21%). 

Dipengaruhi 

oleh 

perlambatan 

Percepata

n fasilitasi 

perizinan, 

pengawal

an proyek 

strategis 

daerah, 
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No 

Tujuan/S

asaran 

Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

% 

Capaian 

Analisis 

Keberhasilan/Kegag

alan 

Solusi yang 

dilakukan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

realisasi proyek 

fisik dan 

penyesuaian 

investasi 

swasta pada 

triwulan akhir 

tahun. 

dan 

peningkat

an 

promosi 

investasi 

berbasis 

sektor 

unggulan. 

1.

2.

5 

 Meningka

tnya 

produktivi

tas 

ekonomi 

sektor 

unggulan 

daerah  

Pertumbuhan 

PDRB LU 

Pertanian, 

Kehutanan 

dan 

Perikanan  

4.04 3.74 92.57 Tidak mencapai 

target. 

Dipengaruhi 

faktor cuaca, 

fluktuasi harga 

komoditas, 

serta 

produktivitas 

yang belum 

optimal. 

Penguata

n 

hilirisasi 

komoditas

, 

peningkat

an akses 

pembiaya

an dan 

teknologi 

bagi 

pelaku 

usaha 

sektor 

primer. 

1.

2.

5 

 Meningka

tnya 

produktivi

tas 

ekonomi 

sektor 

unggulan 

daerah  

Pertumbuhan 

PDRB LU 

Pertambanga

n dan 

Penggalian  

6.55 6.37 97.25 Hampir 

mencapai 

target. 

Dipengaruhi 

stabilisasi 

produksi dan 

dinamika harga 

Optimalis

asi 

pengawas

an 

investasi 

tambang 

dan 
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No 

Tujuan/S

asaran 

Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

% 

Capaian 

Analisis 

Keberhasilan/Kegag

alan 

Solusi yang 

dilakukan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

komoditas 

tambang 

global. 

mendoron

g 

peningkat

an nilai 

tambah 

melalui 

industri 

pengolaha

n. 

1.

2.

5 

 Meningka

tnya 

produktivi

tas 

ekonomi 

sektor 

unggulan 

daerah  

Pertumbuhan 

PDRB LU 

Industri 

Pengolahan  

13.63 14.91 109.39 Melampaui 

target. 

Didukung 

peningkatan 

investasi 

smelter dan 

hilirisasi 

industri 

berbasis 

sumber daya 

alam. 

Penguata

n 

kemudah

an 

berusaha 

dan 

percepata

n realisasi 

investasi 

sektor 

industri 

prioritas. 

1.

2.

5 

Meningka

tnya 

produktivi

tas 

ekonomi 

sektor 

unggulan 

daerah   

Pertumbuhan 

PDRB LU 

Akomodasi 

dan Makan 

Minum  

4.45 13.42 301,57 Capaian sangat 

tinggi akibat 

pemulihan 

mobilitas 

masyarakat, 

peningkatan 

kunjungan 

wisata dan 

event daerah. 

Penguata

n promosi 

pariwisata 

daerah 

dan 

penyederh

anaan 

perizinan 

usaha 
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No 

Tujuan/S

asaran 

Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

% 

Capaian 

Analisis 

Keberhasilan/Kegag

alan 

Solusi yang 

dilakukan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

jasa 

akomodas

i dan 

kuliner. 

1.

2.

5 

 Meningka

tnya 

produktivi

tas 

ekonomi 

sektor 

unggulan 

daerah  

Pertumbuhan 

PDRB LU 

Perdagangan  

3.9 6.36 163.08 Melampaui 

target. 

Didukung 

peningkatan 

daya beli 

masyarakat 

dan kelancaran 

distribusi 

barang. 

Digitalisa

si 

perdagang

an UMKM 

dan 

fasilitasi 

kemitraan 

usaha. 

1.

2.

5.

1 

Meningka

tnya 

Produktivi

tas 

Ekonomi 

Sektor 

Unggulan 

Daerah  

Persentase 

Peningkatan 

investasi PMA 

dan PMDN  

20.18 162.13 803,42 Capaian sangat 

signifikan 

akibat realisasi 

investasi skala 

besar pada 

sektor industri 

pengolahan 

dan 

pertambangan. 

Penguata

n sistem 

OSS, 

percepata

n layanan 

perizinan, 

dan 

promosi 

investasi 

terarah 

pada 

investor 

strategis. 

1.

3.

3 

Terwujud

nya 

transform

asi tata 

kelola 

pemerinta

Nilai AKIP  89.8 70.05 78.01 Tidak mencapai 

target. 

Dipengaruhi 

belum 

Penyempu

rnaan 

perencana

an 
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No 

Tujuan/S

asaran 

Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

% 

Capaian 

Analisis 

Keberhasilan/Kegag

alan 

Solusi yang 

dilakukan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

han yang 

adaptif, 

akuntabel 

dan 

berintegrit

as  

optimalnya 

cascading 

kinerja, eviden 

dokumen, dan 

penguatan 

manajemen 

risiko. 

berbasis 

kinerja, 

penguata

n 

monitorin

g dan 

evaluasi, 

serta 

peningkat

an 

kapasitas 

SDM 

perencana 

 

 

 

 

1.

3.

3 

 Terwujud

nya 

transform

asi tata 

kelola 

pemerinta

han yang 

adaptif, 

akuntabel 

dan 

berintegrit

as  

Indeks 

Pelayanan 

Publik  

3.57 3.57 100 Target tercapai. 

Kualitas 

pelayanan 

relatif stabil 

dengan standar 

pelayanan yang 

konsisten. 

Peningkat

an inovasi 

pelayanan 

digital 

dan 

survei 

kepuasan 

masyarak

at secara 

berkala. 

Sumber : BPS, BPSM, LHE KemenpanRB Olah Data DPMPTSP Prov. Sultra 
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Uraian penjelasan tabel : 

Secara umum, kinerja pada Sasaran Meningkatnya 

Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah menunjukkan hasil 

yang cukup baik. Indikator pertumbuhan sektor Industri 

Pengolahan, Akomodasi dan Makan Minum, serta Perdagangan 

melampaui target yang ditetapkan. Capaian tertinggi terjadi pada 

sektor Akomodasi dan Makan Minum (301,57%) serta peningkatan 

investasi PMA dan PMDN (803,42%) yang didorong oleh realisasi 

investasi skala besar dan peningkatan aktivitas ekonomi daerah. 

Namun demikian, beberapa indikator belum mencapai target, 

yaitu PMTB (96,50%), sektor Pertanian (92,57%), sektor 

Pertambangan (97,25%), serta Nilai AKIP (78,01%). Hal ini 

dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas 

dan kondisi produksi, serta faktor internal berupa belum optimalnya 

pengelolaan kinerja. 

Sementara itu, Indeks Pelayanan Publik mencapai 100% dari 

target, menunjukkan kualitas pelayanan yang stabil dan sesuai 

standar. Secara keseluruhan, kinerja tahun berjalan menunjukkan 

tren positif terutama pada sektor investasi dan hilirisasi industri, 

meskipun masih diperlukan penguatan tata kelola dan konsistensi 

pencapaian pada seluruh indikator. 

 

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan 

pada tabel berikut: 
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Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan 

dan Sasaran 

N

o. 

Tujuan/ 

Sasaran 

Indikator Kinerja Anggaran 

Efisiensi 
Target Realisasi 

% 

Capaian 

Anggaran Realisasi % 

Capaian (Rp.) (Rp.) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.

2.

5 

Meningkatnya 

produktivitas 

ekonomi sektor 

unggulan daerah 

6 5.79 96,50 10.505.869.932 9.431.602.974 89.77  Efisien 

1.

2.

5 

 4.04 3.74 92.57 10.505.869.932 9.431.602.974 89.77  Efisien 

1.

2.

5 

 6.55 6.37 97.25 10.505.869.932 9.431.602.974 89.77  Efisien 

1.

2.

5 

 13.63 14.91 109.39 10.505.869.932 9.431.602.974 89.77  Efisien 

1.

2.

5 

 4.45 13.42 301,57 10.505.869.932 9.431.602.974 89.77  Efisien 

1.

2.

5 

 3.9 6.36 163.08 10.505.869.932 9.431.602.974 89.77  Efisien 

1.

2.

5.

1 

Meningkatnya 

Produktivitas 

Ekonomi Sektor 

Unggulan Daerah 

 

20.18 162.13 803,42 10.505.869.932 9.431.602.974 89.77  Efisien 

1.

3.

3 

Terwujudnya 

transformasi tata 

kelola pemerintahan 

yang adaptif, 

akuntabel dan 

berintegritas 

89.8 70.05 78.01 10.505.869.932 9.431.602.974 89.77  Efisien 

1.

3.

3 

 3.57 3.57 100 10.505.869.932 9.431.602.974 89.77   Efisien 

Sumber : BPS, BPSM, LHE KemenpanRB Olah Data DPMPTSP Prov. Sultra 

Uraian penjelasan tabel:  

Berdasarkan tabel capaian kinerja, Sasaran 1.2.5 Meningkatnya 

Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah secara umum 
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menunjukkan kinerja yang sangat baik. Sebagian besar indikator 

mencapai dan bahkan melampaui target, dengan capaian tertinggi 

sebesar 301,57% dan 163,08%. Secara agregat, capaian sasaran 

mencapai 803,42%, yang menunjukkan peningkatan produktivitas 

sektor unggulan yang signifikan dibandingkan target yang ditetapkan. 

Pada Sasaran 1.3.3 Terwujudnya transformasi tata kelola 

pemerintahan yang adaptif, akuntabel dan berintegritas, capaian kinerja 

berada pada kategori baik, dengan satu indikator mencapai 100% dan 

satu indikator lainnya sebesar 78,01% yang masih memerlukan 

optimalisasi. Dari sisi anggaran, realisasi sebesar 89,77% dari pagu 

menunjukkan pelaksanaan program berjalan efisien dengan output 

kinerja yang tetap optimal. 

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan dapat 

dinilai efektif dan efisien, dengan sebagian besar indikator mencapai 

target dan dukungan penggunaan anggaran yang terkendali 

 

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian 

penjelasan tabel dibawah ini: 

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan 

Kegiatan 

No. 
Tujuan/ 

Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

Capaian 

% 

Program/ 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Cap

aian 

% 

Menu

njan/ 

Tidak 

Menu

njang 

Analisis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.2.

5.1.

1 

Meningk

atnya 

Produkti

vitas 

Ekonomi 

Sektor 

Unggula

Persentase 

Peningkat

an 

investasi 

PMA dan 

PMDN 

162.13 PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTA

HAN 

DAERAH 

PROVINSI 

Cakupan 

Pelayanan 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah Provinsi 

98,0

6 

Men

unja

ng 

menandakan iklim 

investasi daerah 

sangat kondusif serta 

efektivitas pelayanan 

perizinan dan 

pengendalian investasi. 
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No. 
Tujuan/ 

Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

Capaian 

% 

Program/ 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Cap

aian 

% 

Menu

njan/ 

Tidak 

Menu

njang 

Analisis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

n 

Daerah 

1.2.

5.1.

1.1 

PROGRA

M 

PENUNJ

ANG 

URUSAN 

PEMERI

NTAHAN 

DAERAH 

PROVIN

SI 

Cakupan 

Pelayanan 

Penunjang 

Urusan 

Pemerinta

han 

Daerah 

Provinsi 

98,06 Perencanaan

, 

Penganggara

n, dan 

Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

100,

00 

Men

unja

ng 

mendukung 

akuntabilitas dan tata 

kelola keuangan. 

1.2.

5.1.

1.1 

   Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah 

Jumlah Dokumen 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah 

100,

00 

Men

unja

ng 

 

mendukung 

akuntabilitas dan tata 

kelola keuangan. 

1.2.

5.1.

1.1.

1 

   Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat 

Daerah 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

100,

00 

Men

unja

ng 

mendukung 

akuntabilitas dan tata 

kelola keuangan. 

1.2.

5.1.

1.1.

1 

   Penyediaan 

Gaji dan 

Tunjangan 

ASN 

Jumlah Orang 

yang Menerima 

Gaji dan 

Tunjangan ASN 

87,0

3 

Men

unja

ng 

pembayaran 

menyesuaikan realisasi 

kebutuhan pegawai 

atau pergeseran 

anggaran 

1.2.

5.1.

1.1.

2 

   Koordinasi 

dan 

Penyusunan 

Dokumen 

RKA- SKPD 

Jumlah Dokumen 

RKA-SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen RKA-

SKPD 

100,

00 

Men

unja

ng 

Seluruh dokumen 

tersusun tepat waktu 

dan sesuai ketentuan, 

mendukung 

akuntabilitas dan tata 

kelola keuangan. 

1.2.

5.1.

1.1.

2 

   Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan 

Tugas ASN 

Jumlah Dokumen 

Hasil Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN 

100,

00 

Men

unja

ng 

eluruh dokumen 

tersusun tepat waktu 

dan sesuai ketentuan, 

mendukung 

akuntabilitas dan tata 

kelola keuangan. 

1.2.

5.1.

1.1.

3 

   Koordinasi 

dan 

Penyusunan 

DPA-SKPD 

Jumlah Dokumen 

DPA-SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen DPA-

SKPD 

0 Tida

k 

Men

unja

ng 

Tidak terlaksana 

karena melalui 

mekanisme lain 
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No. 
Tujuan/ 

Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

Capaian 

% 

Program/ 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Cap

aian 

% 

Menu

njan/ 

Tidak 

Menu

njang 

Analisis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.2.

5.1.

1.1.

3 

   Koordinasi 

dan 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

Akhir Tahun 

SKPD 

Jumlah Laporan 

Keuangan Akhir 

Tahun SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD 

100,

00 

Men

unja

ng 

mendukung 

akuntabilitas dan tata 

kelola keuangan. 

1.2.

5.1.

1.1.

4 

   Koordinasi 

dan 

Penyusunan 

Laporan 

Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar 

Realisasi 

Kinerja 

SKPD 

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

100,

00 

Men

unja

ng 

mendukung 

akuntabilitas dan tata 

kelola keuangan. 

1.2.

5.1.

1.1.

4 

   Pengelolaan 

dan 

Penyiapan 

Bahan 

Tanggapan 

Pemeriksaan 

Jumlah Dokumen 

Bahan Tanggapan 

Pemeriksaan dan 

Tindak Lanjut 

Pemeriksaan 

0 Tida

k 

Men

unja

ng 

Tidak terdapat 

realisasi kegiatan 

sehingga belum 

berkontribusi terhadap 

penguatan kepatuhan 

dan tata kelola 

 

 

1.2.

5.1.

1.1.

5 

   Pelaksanaan 

Pengumpula

n Data 

Statistik 

Sektoral 

Daerah 

Jumlah Data 

Statistik Sektoral 

Daerah yang Telah 

Dikumpulkan dan 

Diperiksa Lingkup 

Perangkat Daerah 

0 Tida

k 

Men

unja

ng 

Kegiatan belum 

terlaksana sehingga 

belum mendukung 

perencanaan dan 

evaluasi berbasis data 

1.2.

5.1.

1.1.

5 

   Koordinasi 

dan 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

Bulanan/ 

Triwulanan/

Semesteran 

SKPD 

Jumlah Laporan 

Keuangan 

Bulanan/ 

Triwulanan/Semes

teran SKPD dan 

Laporan 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulan

an/Semesteran 

SKPD 

 

 

100,

00 

Men

unja

ng 

mendukung 

akuntabilitas dan tata 

kelola keuangan. 
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No. 
Tujuan/ 

Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

Capaian 

% 

Program/ 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Cap

aian 

% 

Menu

njan/ 

Tidak 

Menu

njang 

Analisis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.2.

5.1.

1.1.

6 

   Sinkronisasi 

dan 

Harmonisasi 

Pusat dan 

Daerah 

dalam 

Rangka 

Mendukung 

Target 

Pembanguna

n Nasional 

melalui 

Koordinasi 

Teknis 

Pembanguna

n 

Jumlah Berita 

Acara Hasil 

Sinkronisasi dan 

Harmonisasi Pusat 

dan Daerah dalam 

Rangka 

Mendukung Target 

Pembangunan 

Nasional melalui 

Koordinasi Teknis 

Pembangunan 

0 Tida

k 

Men

unja

ng 

Tidak terdapat 

realisasi kegiatan 

sehingga belum 

mendukung 

keselarasan kebijakan 

dan program daerah 

dengan target 

pembangunan 

nasional. 

1.2.

5.1.

1.1.

7 

   Koordinasi 

Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat 

dalam 

Penyelenggar

aan Urusan 

Pemerintaha

n Daerah 

yang 

Diampu 

 

Jumlah Subtansi 

Koordinasi 

Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat dalam 

Penyelenggaraan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah yang 

Diampu 

0 Tida

k 

Men

unja

ng 

Kegiatan belum 

terlaksana sehingga 

belum berkontribusi 

terhadap penguatan 

tata kelola 

pemerintahan yang 

partisipatif, 

transparan, dan 

akuntabel. 

1.2.

5.1.

1.2 

   Administrasi 

Barang Milik 

Daerah pada 

Perangkat 

Daerah 

Jumlah Dokumen 

Administrasi 

Barang Milik 

Daerah pada 

Perangkat Daerah 

100,

00 

Men

unja

ng 

mendukung 

akuntabilitas dan tata 

kelola keuangan. 

1.2.

5.1.

1.2.

1 

   Penyusunan 

Perencanaan 

Kebutuhan 

Barang Milik 

Daerah 

SKPD 

Jumlah Rencana 

Kebutuhan Barang 

Milik Daerah SKPD 

100,

00 

Men

unja

ng 

mendukung 

akuntabilitas dan tata 

kelola keuangan 

1.2.

5.1.

1.3 

   Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat 

Daerah 

Jumlah Dokumen 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

100,

00 

Men

unja

ng 

mendukung 

akuntabilitas dan tata 

kelola keuangan 

1.2.

5.1.

1.3.

1 

   Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Disiplin 

Pegawai 

Jumlah Unit 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana Disiplin 

Pegawai 

0 Tida

k 

Men

unja

ng 

Tidak terdapat 

realisasi kegiatan 

sehingga belum 

mendukung 

peningkatan 
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No. 
Tujuan/ 

Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

Capaian 

% 

Program/ 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Cap

aian 

% 

Menu

njan/ 

Tidak 

Menu

njang 

Analisis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

kedisiplinan aparatur 

dan penguatan tata 

kelola internal 

perangkat daerah 

1.2.

5.1.

1.3.

2 

   Pengadaan 

Pakaian 

Dinas 

Beserta 

Atribut 

Kelengkapan

nya 

Jumlah Paket 

Pakaian Dinas 

Beserta Atribut 

Kelengkapan 

0 Tida

k 

Men

unja

ng 

Kegiatan belum 

terlaksana sehingga 

belum berkontribusi 

terhadap pemenuhan 

standar penampilan 

dan identitas aparatur 

dalam pelaksanaan 

tugas kedinasan 

1.2.

5.1.

1.3.

3 

   Bimbingan 

Teknis 

Implementas

i Peraturan 

Perundang-

Undangan 

Jumlah Orang 

yang Mengikuti 

Bimbingan Teknis 

Implementasi 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

0 Tida

k 

Men

unja

ng 

Tidak terdapat peserta 

yang mengikuti 

kegiatan sehingga 

belum mendukung 

peningkatan 

kompetensi aparatur 

dalam penerapan 

regulasi serta 

penguatan kepatuhan 

terhadap peraturan 

perundang-undangan 

 

 

 

1.2.

5.1.

1.3.

4 

   Pendidikan 

dan 

Pelatihan 

Pegawai 

Berdasarkan 

Tugas dan 

Fungsi 

Jumlah Pegawai 

Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi 

yang Mengikuti 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

100,

00 

Men

unja

ng 

Mendukung 

akuntabilitas dan tata 

kelola keuangan. 

1.2.

5.1.

1.3.

5 

   Sosialisasi 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

Jumlah Orang 

yang Mengikuti 

Sosialisasi 

Peraturan 

PerundangUndang

an 

0 Tida

k 

Men

unja

ng 

Tidak terdapat 

realisasi kegiatan 

sehingga belum 

mendukung 

peningkatan 

pemahaman aparatur 

dan/atau pemangku 

kepentingan 

1.2.

5.1.

1.4 

   Administrasi 

Umum 

Perangkat 

Daerah 

Jumlah Dokumen 

Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah 

100,

00 

Men

unja

ng 

mendukung 

kelancaran operasional 

kantor. 
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No. 
Tujuan/ 

Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

Capaian 

% 

Program/ 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Cap

aian 

% 

Menu

njan/ 

Tidak 

Menu

njang 

Analisis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.2.

5.1.

1.4.

1 

   Penyediaan 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Pene

rangan 

Bangunan 

Kantor 

Jumlah Paket 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Peneranga

n Bangunan 

Kantor yang 

Disediakan 

100,

00 

Men

unja

ng 

mendukung 

kelancaran operasional 

kantor. 

1.2.

5.1.

1.4.

2 

   Penyediaan 

Peralatan 

dan 

Perlengkapa

n Kantor 

Jumlah Paket 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor yang 

Disediakan 

100,

00 

Men

unja

ng 

mendukung 

kelancaran operasional 

kantor. 

1.2.

5.1.

1.4.

3 

   Penyediaan 

Peralatan 

Rumah 

Tangga 

Jumlah Paket 

Peralatan Rumah 

Tangga yang 

Disediakan 

0 Tida

k 

Men

unja

ng 

tidak terdapat realisasi 

kegiatan sehingga 

belum mendukung 

kelancaran operasional 

perkantoran 

1.2.

5.1.

1.4.

4 

   Penyediaan 

Bahan 

Logistik 

Kantor 

Jumlah Paket 

Bahan Logistik 

Kantor yang 

Disediakan 

100,

00 

Men

unja

ng 

Mendukung 

kelancaran operasional 

kantor. 

1.2.

5.1.

1.4.

5 

   Penyediaan 

Barang 

Cetakan dan 

Penggandaa

n 

 

Jumlah Paket 

Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

yang Disediakan 

100,

00 

Men

unja

ng 

Mendukung 

kelancaran operasional 

kantor 

1.2.

5.1.

1.4.

6 

   Penyediaan 

Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang- 

Undangan 

Jumlah Dokumen 

Bahan Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan yang 

Disediakan 

100,

00 

Men

unja

ng 

Mendukung 

kelancaran operasional 

kantor 

1.2.

5.1.

1.4.

7 

   Fasilitasi 

Kunjungan 

Tamu 

Jumlah Laporan 

Fasilitasi 

Kunjungan Tamu 

100,

00 

Men

unja

ng 

Mendukung 

kelancaran operasional 

kantor. 

1.2.

5.1.

1.4.

8 

   Penyelenggar

aan Rapat 

Koordinasi 

dan 

Konsultasi 

SKPD 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD 

100,

00 

Men

unja

ng 

Mendukung 

kelancaran operasional 

kantor 

1.2.

5.1.

1.4.

9 

   Dukungan 

Pelaksanaan 

Sistem 

Pemerintaha

n Berbasis 

Jumlah Dokumen 

Dukungan 

Pelaksanaan 

Sistem 

Pemerintahan 

0 Tida

k 

Men

unja

ng 

idak terdapat realisasi 

kegiatan sehingga 

belum mendukung 

penguatan tata kelola 
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No. 
Tujuan/ 

Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

Capaian 

% 

Program/ 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Cap

aian 

% 

Menu

njan/ 

Tidak 

Menu

njang 

Analisis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Elektronik 

pada SKPD 

Berbasis 

Elektronik pada 

SKPD 

pemerintahan berbasis 

digital 

1.2.

5.1.

1.5 

   Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

Jumlah Dokumen 

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

120,

00 

Men

unja

ng 

Melebihi target karena 

kebutuhan operasional 

meningkat 

1.2.

5.1.

1.5.

1 

   Pengadaan 

Kendaraan 

Dinas 

Operasional 

atau 

Lapangan 

Jumlah Unit 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan yang 

Disediakan 

100,

00 

Men

unja

ng 

Melebihi target karena 

kebutuhan operasional 

meningkat 

1.2.

5.1.

1.5.

2 

   Pengadaan 

Mebel 

Jumlah Paket 

Mebel yang 

Disediakan 

0 Tida

k 

Men

unja

ng 

Ditunda karena 

efisiensi 

1.2.

5.1.

1.5.

3 

   Pengadaan 

Peralatan 

dan Mesin 

Lainnya 

Jumlah Unit 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

yang Disediakan 

87,5

0 

Men

unja

ng 

Hampir tercapai, 

terdapat efisiensi atau 

penyesuaian 

kebutuhan 

1.2.

5.1.

1.5.

4 

   Pengadaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Pendukung 

Gedung 

Kantor atau 

Bangunan 

Lainnya 

Jumlah Unit 

Sarana dan 

Prasarana 

Pendukung 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

100,

00 

Men

unja

ng 

Kegiatan terealisasi 

optimal sehingga 

mendukung 

kelancaran operasional 

perkantoran dan 

peningkatan kualitas 

pelayanan kepada 

masyarakat 

1.2.

5.1.

1.6 

   Penyediaan 

Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintaha

n Daerah 

Jumlah Dokumen 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

100,

00 

Men

unja

ng 

Realisasi penuh 

mendukung efektivitas 

penyelenggaraan 

urusan pemerintahan 

dan memperkuat tata 

kelola administrasi 

perangkat daerah 

 

1.2.

5.1.

1.6.

1 

   Penyediaan 

Jasa Surat 

Menyurat 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

100,

00 

Men

unja

ng 

Mendukung 

kelancaran 

administrasi 

persuratan serta tertib 

administrasi 

pemerintahan yang 

akuntabel 
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No. 
Tujuan/ 

Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

Capaian 

% 

Program/ 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Cap

aian 

% 

Menu

njan/ 

Tidak 

Menu

njang 

Analisis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.2.

5.1.

1.6.

2 

   Penyediaan 

Jasa 

Komunikasi, 

Sumber 

Daya Air dan 

Listrik 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik yang 

Disediakan 

100,

00 

Men

unja

ng 

Menjamin 

keberlangsungan 

operasional kantor 

sehingga mendukung 

efisiensi dan efektivitas 

pelaksanaan tugas 

perangkat daerah 

1.2.

5.1.

1.6.

3 

   Penyediaan 

Jasa 

Pelayanan 

Umum 

Kantor 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor yang 

Disediakan 

100,

00 

Men

unja

ng 

Mendukung 

kelancaran pelayanan 

internal dan eksternal 

serta menunjang tata 

kelola pemerintahan 

yang tertib dan 

profesional 

1.2.

5.1.

1.7 

   Pemeliharaa

n Barang 

Milik Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintaha

n Daerah 

Jumlah Dokumen 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

100,

00 

Men

unja

ng 

Mendukung 

pengamanan dan 

optimalisasi 

pemanfaatan aset 

daerah secara 

akuntabel dan 

berkelanjutan 

1.2.

5.1.

1.7.

1 

   Penyediaan 

Jasa 

Pemeliharaa

n, Biaya 

Pemeliharaa

n, Pajak dan 

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas 

Operasional 

atau 

Lapangan 

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional 

atau Lapangan 

yang Dipelihara 

dan Dibayarkan 

Pajak dan 

Perizinannya 

100,

00 

Men

unja

ng 

Mendukung mobilitas 

operasional perangkat 

daerah serta 

memastikan 

kepatuhan terhadap 

kewajiban perpajakan 

dan perizinan 

kendaraan dinas 

1.2.

5.1.

1.7.

2 

   Pemeliharaa

n Peralatan 

dan Mesin 

Lainnya 

Jumlah Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

yang Dipelihara 

100,

00 

Men

unja

ng 

Menjamin kesiapan 

sarana kerja sehingga 

mendukung efektivitas 

dan produktivitas 

pelaksanaan tugas 

1.2.

5.1.

1.7.

3 

   Pemeliharaa

n/Rehabilita

si Gedung 

Kantor dan 

Bangunan 

Lainnya 

 

 

Jumlah Gedung 

Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direha

bilitasi 

100,

00 

Men

unja

ng 

Mendukung kelayakan 

sarana kerja dan 

meningkatkan kualitas 

lingkungan kerja yang 

kondusif 
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No. 
Tujuan/ 

Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

Capaian 

% 

Program/ 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Cap

aian 

% 

Menu

njan/ 

Tidak 

Menu

njang 

Analisis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.2.

5.1.

1.7.

4 

   Pemeliharaa

n/Rehabilita

si Sarana 

dan 

Prasarana 

Gedung 

Kantor atau 

Bangunan 

Lainnya 

Jumlah Sarana 

dan Prasarana 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara/Direha

bilitasi 

100,

00 

Men

unja

ng 

Mendukung 

optimalisasi fungsi 

sarana dan prasarana 

gedung dalam 

menunjang pelayanan 

publik 

1.2.

5.1.

1.7.

5 

   Pemeliharaa

n/Rehabilita

si Sarana 

dan 

Prasarana 

Pendukung 

Gedung 

Kantor atau 

Bangunan 

Lainnya 

Jumlah Sarana 

dan Prasarana 

Pendukung 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara/Direha

bilitasi 

0 Tida

k 

Men

unja

ng 

Tidak terdapat 

realisasi kegiatan 

sehingga belum 

mendukung 

optimalisasi 

1.2.

5.1.

2 

Meningk

atnya 

Produkti

vitas 

Ekonomi 

Sektor 

Unggula

n 

Daerah 

Persentase 

Peningkat

an 

investasi 

PMA dan 

PMDN 

162.13 PROGRAM 

PENGEMBA

NGAN IKLIM 

PENANAMA

N MODAL 

Realisasi Total 

terhadap Target 

Investasi 

218.

15 

Men

unja

ng 

ealisasi investasi yang 

mencapai 218,15% 

dari target 

menunjukkan kinerja 

sangat optimal dalam 

menarik Penanaman 

Modal Asing (PMA) dan 

Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN) 

1.2.

5.1.

2.1 

PROGRA

M 

PENGE

MBANG

AN 

IKLIM 

PENANA

MAN 

MODAL 

Realisasi 

Total 

terhadap 

Target 

Investasi 

218.15 Penetapan 

Pemberian 

Fasilitas/Ins

entif 

dibidang 

Penanaman 

Modal yang 

Menjadi 

Kewenangan 

Daerah 

Provinsi 

Jumlah Dokumen 

Penetapan 

Pemberian 

Fasilitas/Insentif 

Dibidang 

Penanaman Modal 

yang Menjadi 

Kewenangan 

Daerah Provinsi 

0 Tida

k 

Men

unja

ng 

Tidak ada penerbitan 

kebijakan baru pada 

periode berjalan 

1.2.

5.1.

2.1.

1 

   Penetapan 

Kebijakan 

Daerah 

dalam 

Pemberian 

Fasilitas/Ins

entif dan 

Kemudahan 

Jumlah Peraturan 

Daerah/Provinsi 

dalam Pemberian 

Fasilitas/Insentif 

dan Kemudahan 

Penanaman Modal 

 

0 Tida

k 

Men

unja

ng 

Tidak ada penerbitan 

kebijakan baru pada 

periode berjalan 
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No. 
Tujuan/ 

Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

Capaian 

% 

Program/ 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Cap

aian 

% 

Menu

njan/ 

Tidak 

Menu

njang 

Analisis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Penanaman 

Modal 

1.2.

5.1.

2.1.

2 

   Fasilitasi 

Kemitraan 

yang 

dilakukan 

oleh 

Pemerintah 

Provinsi 

Jumlah 

Kesepakatan 

Kemitraan antara 

Usaha Besar 

(PMA/PMDN) 

dengan UMKM di 

daerah 

 

0 Tida

k 

Men

unja

ng 

Belum menjadi 

prioritas atau 

menunggu regulasi 

pusat 

1.2.

5.1.

2.1.

3 

   Rekomendas

i Kebijakan 

Sektor 

Usaha yang 

Regulasinya 

Diharmonisa

si Terkait 

Perizinan 

Berusaha 

Berbasis 

Resiko 

Jumlah 

rekomendasi 

kebijakan sektor 

usaha yang 

regulasinya 

diharmonisasi 

terkait Perizinan 

Berusaha Berbasis 

Resiko 

0 Tida

k 

Men

unja

ng 

Belum menjadi 

prioritas atau 

menunggu regulasi 

pusat 

1.2.

5.1.

2.2 

   Pembuatan 

Peta Potensi 

Investasi 

Provinsi 

Jumlah Dokumen 

Peta Potensi 

Investasi Provinsi 

100,

00 

Men

unja

ng 

Dokumen tersedia dan 

menjadi dasar promosi 

investasi 

1.2.

5.1.

2.2.

1 

   Penyusunan 

Rencana 

Umum 

Penanaman 

Modal 

Daerah 

Provinsi 

Jumlah Peraturan 

Daerah (Perda) 

Rencana Umum 

Penanaman Modal 

Daerah Provinsi 

0 Tida

k 

Men

unja

ng 

Efisiensi Anggaran, 

Dokumen tersedia dan 

menjadi dasar promosi 

investasi. 

1.2.

5.1.

2.2.

2 

   Pemutakhira

n data 

potensi 

investasi 

daerah pada 

Sistem PIR 

(Potensi 

Investasi 

Regional) 

 

 

 

 

 

Jumlah daerah 

yang telah 

dilaksanakan 

pemutakhiran data 

potensi investasi 

 

0 Tida

k 

Men

unja

ng 

Dokumen tersedia dan 

menjadi dasar promosi 

investasi 
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No. 
Tujuan/ 

Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

Capaian 

% 

Program/ 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Cap

aian 

% 

Menu

njan/ 

Tidak 

Menu

njang 

Analisis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.2.

5.1.

3 

Meningk

atnya 

Produkti

vitas 

Ekonomi 

Sektor 

Unggula

n 

Daerah 

Persentase 

Peningkat

an 

investasi 

PMA dan 

PMDN 

162.13 PROGRAM 

PROMOSI 

PENANAMA

N MODAL 

Persentase 

Peningkatan 

Investor yang 

Berinvestasi 

-

16,6

4 

Men

unja

ng 

Meskipun terjadi 

penurunan jumlah 

investor sebesar -

16,64%, program tetap 

dikategorikan 

menunjang karena 

secara substantif 

berperan dalam 

menjaga keberlanjutan 

promosi investasi 

daerah 

1.2.

5.1.

3.1 

PROGRA

M 

PROMO

SI 

PENANA

MAN 

MODAL 

Persentase 

Peningkat

an 

Investor 

yang 

Berinvesta

si 

-16,64 Penyelenggar

aan Promosi 

Penanaman 

Modal yang 

Menjadi 

Kewenangan 

Daerah 

Provinsi 

Jumlah Dokumen 

Penyelenggaraa n 

Promosi 

Penanaman Modal 

yang Menjadi 

Kewenangan 

Daerah Provinsi 

80,0

0 

Men

unja

ng 

Hampir tercapai, 

terdapat penyesuaian 

kegiatan 

1.2.

5.1.

3.1.

1 

   Pelaksanaan 

Kegiatan 

Promosi 

Penanaman 

Modal 

Kewenangan 

Provinsi 

Jumlah Dokumen 

Hasil Kegiatan 

Promosi 

Penanaman Modal 

Provinsi 

400,

00 

Men

unja

ng 

Intensitas promosi 

meningkat signifikan 

untuk mendorong 

realisasi investasi 

 

1.2.

5.1.

3.1.

2 

   Penyusunan 

Strategi 

Promosi 

Penanaman 

Modal 

Kewenangan 

Provinsi 

Jumlah dokumen 

strategi Promosi 

Penanaman Modal 

Provinsi 

400,

00 

Men

unja

ng 

Intensitas promosi 

meningkat signifikan 

untuk mendorong 

realisasi investasi 

1.2.

5.1.

4 

Meningk

atnya 

Produkti

vitas 

Ekonomi 

Sektor 

Unggula

n 

Daerah 

 

 

 

 

Persentase 

Peningkat

an 

investasi 

PMA dan 

PMDN 

162,13 PROGRAM 

PELAYANAN 

PENANAMA

N MODAL 

Persentase Pelaku 

Usaha yang 

Memperoleh Izin 

Sesuai 

Ketentuan 

 

355,

24 

Men

unja

ng 

Pelayanan perizinan 

sangat optimal dan 

melampaui target, 

menunjukkan sistem 

OSS-RBA berjalan 

efektif 
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No. 
Tujuan/ 

Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

Capaian 

% 

Program/ 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Cap

aian 

% 

Menu

njan/ 

Tidak 

Menu

njang 

Analisis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.2.

5.1.

4.1 

PROGRA

M 

PELAYA

NAN 

PENANA

MAN 

MODAL 

Persentase 

Pelaku 

Usaha 

yang 

Memperole

h Izin 

Sesuai 

Ketentuan 

100.00 Penanaman 

Modal yang 

Ruang 

Lingkupnya 

Lintas 

Daerah 

Kabupaten/

Kota 

Jumlah Dokumen 

Penanaman Modal 

yang Ruang 

Lingkupnya Lintas 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

100,

00 

Men

unja

ng 

Capaian 100% 

menunjukkan 

optimalnya fasilitasi 

dan koordinasi 

penanaman modal 

lintas kabupaten/kota 

1.2.

5.1.

4.1.

1 

   Penyediaan 

Pelayanan 

Perizinan 

Berusaha 

melalui 

Sistem 

Perizinan 

Berusaha 

Berbasis 

Risiko 

Terintegrasi 

secara 

Elektronik 

Jumlah Pelaku 

Usaha yang 

Mendapatkan 

Pelayanan 

Perizinan 

Berusaha melalui 

Sistem Perizinan 

Berusaha Berbasis 

Risiko Terintegrasi 

secara Elektronik 

 

100,

00 

Men

unja

ng 

Tingginya permohonan 

izin menunjukkan 

kemudahan layanan 

1.2.

5.1.

4.1.

2 

   Pemantauan

, Analisis, 

Evaluasi, 

dan 

Pelaporan di 

Bidang 

Perizinan 

Berusaha 

Berbasis 

Risiko 

Jumlah Kegiatan 

Usaha yang 

Mendapat 

Pemantauan, 

Analisis, Evaluasi, 

dan Pelaporan di 

Bidang Perizinan 

Berusaha Berbasis 

Risiko 

Lintas Daerah 

 

22,0

0 

Men

unja

ng 

Pengawasan dan 

pendampingan 

berjalan aktif 

1.2.

5.1.

4.1.

3 

   Penyediaan 

dan 

Pengelolaan 

Layanan 

Konsultasi 

Perizinan 

Berusaha 

Berbasis 

Risiko 

Jumlah Pelaku 

usaha yang 

Memperoleh 

Layanan 

Konsultasi 

Perizinan 

Berusaha melalui 

Sistem Perizinan 

Berusaha Berbasis 

Risiko Terintegrasi 

secara elektronik 

100,

00 

Men

unja

ng 

Realisasi yang sangat 

tinggi menunjukkan 

optimalnya layanan 

konsultasi perizinan 

berbasis risiko secara 

elektronik, yang 

berdampak pada 

peningkatan 

pemahaman pelaku 

usaha, percepatan 

proses perizinan, serta 

perbaikan iklim 

investasi daerah. 
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No. 
Tujuan/ 

Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

Capaian 

% 

Program/ 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Cap

aian 

% 

Menu

njan/ 

Tidak 

Menu

njang 

Analisis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.2.

5.1.

4.2 

   Penanaman 

Modal yang 

Menurut 

Ketentuan 

Peraturan 

Perundanga

n-Undangan 

Menjadi 

Kewenangan 

Daerah 

Provinsi 

Jumlah Dokumen 

Penanaman Modal 

yang Menurut 

Ketentuan 

Peraturan 

Perundang- 

Undangan Menjadi 

Kewenangan 

Daerah Provinsi 

 

0 Tida

k 

Men

unja

ng 

Tidak terdapat 

realisasi dokumen 

penanaman modal 

kewenangan provinsi 

pada periode pelaporan 

1.2.

5.1.

4.2.

1 

   Penyediaan 

dan 

pengelolaan 

Layanan 

Konsultasi 

Perizinan 

Berusaha 

Berbasis 

Risiko 

Jumlah Pelaku 

Usaha yang 

Memperoleh 

Layanan 

Konsultasi 

Perizinan 

Berusaha melalui 

Sistem Perizinan 

Berusaha Berbasis 

Risiko Terintegrasi 

secara Elektronik 

 

630.

00 

Men

unja

ng 

implementasi 

konsultasi perizinan 

berbasis risiko telah 

berjalan dan 

memberikan dukungan 

terhadap peningkatan 

pemahaman pelaku 

usaha serta 

percepatan proses 

perizinan 

1.2.

5.1.

4.2.

2 

   Penyediaan 

Pelayanan 

Perizinan 

Berusaha 

melalui 

Sistem 

Perizinan 

Berusaha 

Berbasis 

Risiko 

Terintegrasi 

secara 

Elektronik 

Tersedianya 

Pelayanan 

Perizinan 

Berusaha melalui 

Sistem Perizinan 

Berusaha Berbasis 

Risiko Terintegrasi 

secara 

Elektronik 

 

138

6.00 

Men

unja

ng 

Realisasi pelayanan 

sebanyak 1.386 

menunjukkan layanan 

perizinan berusaha 

berbasis risiko telah 

dilaksanakan secara 

aktif dan mendukung 

kemudahan, 

kepastian, serta 

peningkatan kualitas 

pelayanan investasi di 

daerah 

1.2.

5.1.

4.2.

3 

   Pemantauan

, Analisis, 

Evaluasi, 

dan 

Pelaporan di 

Bidang 

Perizinan 

Berusaha 

Berbasis 

Risiko 

Evaluasi, dan 

Pelaporan di 

Bidang Perizinan 

Berusaha Berbasis 

Risiko Lintas 

Daerah Provinsi 

bagi Kegiatan 

Usaha dari Pelaku 

Usaha 

 

22.0

0 

Men

unja

ng 

Kegiatan pemantauan 

dan evaluasi telah 

dilaksanakan namun 

capaian belum sesuai 

target 
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No. 
Tujuan/ 

Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

Capaian 

% 

Program/ 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Cap

aian 

% 

Menu

njan/ 

Tidak 

Menu

njang 

Analisis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.2.

5.1.

5 

Meningk

atnya 

Produkti

vitas 

Ekonomi 

Sektor 

Unggula

n 

Daerah 

Persentase 

Peningkat

an 

investasi 

PMA dan 

PMDN 

162.13 PROGRAM 

PENGENDAL

IAN 

PELAKSANA

AN 

PENANAMA

N MODAL 

Persentase 

Penyelesaian 

Permasalahan dan 

Hambatan yang 

Dihadapi Pelaku 

Usaha dalam 

Membuka Usaha 

100,

00 

Men

unja

ng 

Penyelesaian 

hambatan usaha 

sangat optimal dan 

berdampak langsung 

pada peningkatan 

realisasi investasi. 

1.2.

5.1.

5.1 

PROGRA

M 

PENGEN

DALIAN 

PELAKS

ANAAN 

PENANA

MAN 

MODAL 

Persentase 

Penyelesai

an 

Permasala

han dan 

Hambatan 

yang 

Dihadapi 

Pelaku 

Usaha 

dalam 

Membuka 

Usaha 

100,00 Pengendalia

n 

Pelaksanaan 

Penanaman 

Modal yang 

Menjadi 

Kewenangan 

Daerah 

Provinsi 

Jumlah Realisasi 

Investasi 

PMA/PMDN 

218,

18 

Men

unja

ng 

Melampaui target 

akibat percepatan 

realisasi proyek 

1.2.

5.1.

5.1.

1 

   Pengawasan 

Penanaman 

Modal 

Jumlah Kegiatan 

Usaha dari Pelaku 

Usaha yang Telah 

Dianalisa dan 

Diverifikasi Data, 

Profil dan 

Informasi Kegiatan 

Usaha dari Pelaku 

Dilakukan 

Inspeksi 

Lapangan; serta 

Dilakukan 

Evaluasi Penilaian 

Kepatuhan 

Pelaksanaan 

Perizinan 

Berusaha 

4,00 Men

unja

ng 

Pengawasan berjalan 

namun masih dapat 

ditingkatkan. 

1.2.

5.1.

5.1.

2 

   Penyelesaian 

Permasalaha

n dan 

Hambatan 

yang 

dihadapi 

Pelaku 

Usaha 

dalam 

Jumlah 

Penyelesaian 

Permasalahan dan 

Hambatan yang 

dihadapi Pelaku 

Usaha dalam 

merealisasikan 

Kegiatan 

Usahanya 

977,

27 

Men

unja

ng 

Respons cepat 

terhadap 

permasalahan investor. 
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No. 
Tujuan/ 

Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

Capaian 

% 

Program/ 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Cap

aian 

% 

Menu

njan/ 

Tidak 

Menu

njang 

Analisis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

merealisasik

an Kegiatan 

Usahanya 

1.2.

5.1.

5.1.

3 

   Bimbingan 

Teknis 

kepada 

Pelaku 

Usaha 

Jumlah Pelaku 

Usaha yang 

Mengikuti 

Bimbingan 

Teknis/ Sosialisasi 

Implementasi 

Perizinan 

Berusaha Berbasis 

Risiko dan 

Pengawasan 

Perizinan 

Berusaha Berbasis 

Risiko 

0 Tida

k 

Men

unja

ng 

Tidak terlaksana 

karena efisiensi atau 

telah dilakukan secara 

daring/tidak terdata. 

1.2.

5.1.

6 

Meningk

atnya 

Produkti

vitas 

Ekonomi 

Sektor 

Unggula

n 

Daerah 

 

 

 

 

Persentase 

Peningkat

an 

investasi 

PMA dan 

PMDN 

162.13 PROGRAM 

PENGELOLA

AN DATA 

DAN 

SISTEM 

INFORMASI 

PENANAMA

N MODAL 

Persentase 

Pemanfaatan Data 

dan Informasi 

Penanaman Modal 

 

0 Tida

k 

Men

unja

ng 

Belum terealisasi 

akibat keterbatasan 

anggaran, integrasi 

sistem belum optimal, 

atau penyesuaian 

kebijakan nasional 

1.2.

5.1.

6.1 

PROGRA

M 

PENGEL

OLAAN 

DATA 

DAN 

SISTEM 

INFORM

ASI 

PENANA

MAN 

MODAL 

Persentase 

Pemanfaat

an Data 

dan 

Informasi 

Penanama

n Modal 

 

0 Urusan 

Pengelolaan 

Data dan 

Informasi 

Perizinan 

dan Non 

Perizinan 

Penanaman 

Modal yang 

Terintegrasi 

pada Tingkat 

Daerah 

Provinsi 

Jumlah Dokumen 

Urusan 

Pengelolaan Data 

dan Informasi 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Penanaman Modal 

yang Terintegrasi 

pada Tingkat 

Daerah Provinsi 

 

0 Tida

k 

Men

unja

ng 

Belum terealisasi 

akibat keterbatasan 

anggaran, integrasi 

sistem belum optimal, 

atau penyesuaian 

kebijakan nasional 

1.2.

5.1.

6.1.

1 

   Pengolahan, 

Penyajian 

dan 

Pemanfaatan 

Data dan 

Informasi 

Jumlah Data dan 

Informasi 

Perizinan Berbasis 

Sistem Pelayanan 

Perizinan 

Berusaha 

0 Tida

k 

Men

unja

ng 

Belum terealisasi 

akibat keterbatasan 

anggaran, integrasi 

sistem belum optimal, 

atau penyesuaian 

kebijakan nasional. 
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No. 
Tujuan/ 

Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

Capaian 

% 

Program/ 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Cap

aian 

% 

Menu

njan/ 

Tidak 

Menu

njang 

Analisis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Perizinan 

Berbasis 

Sistem 

Pelayanan 

Perizinan 

Berusaha 

Terintegrasi 

secara 

Elektronik 

Terintegrasi secara 

Elektronik yang 

Diolah, Dikaji 

dan Dimanfaatkan 

 

1.3.

3 

Terwuju

dnya 

transfor

masi 

tata 

kelola 

pemerint

ahan 

yang 

adaptif, 

akuntab

el dan 

berintegr

itas 

 

 

 

 

Nilai AKIP 78,01    Men

unja

ng 

Kinerja akuntabilitas 

kategori baik dan 

menunjukkan 

konsistensi 

peningkatan tata 

kelola 

1.3.

3 

 Indeks 

Pelayanan 

Publik 

100    Men

unja

ng 

Standar pelayanan 

publik terpenuhi 

optimal sesuai 

ketentuan. 

Sumber : Olah Data DPMPTSP Prov. Sultra 

Uraian penjelasan tabel:  

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun berjalan, pencapaian 

sasaran strategis perangkat daerah secara umum menunjukkan kinerja 

yang baik dan dalam beberapa indikator bahkan melampaui target yang 

telah ditetapkan. 

Sasaran Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan 

Daerah menunjukkan capaian yang sangat signifikan. Hal ini tercermin 

dari tingginya realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang melampaui target yang 
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ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa iklim investasi 

daerah relatif kondusif serta didukung oleh efektivitas kebijakan 

pelayanan dan fasilitasi penanaman modal. Peningkatan realisasi 

investasi ini tidak terlepas dari optimalisasi pelayanan perizinan 

berusaha berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik, serta 

percepatan penyelesaian hambatan yang dihadapi pelaku usaha. 

Program Pelayanan Penanaman Modal menunjukkan kinerja yang 

sangat baik, ditandai dengan tingginya persentase pelaku usaha yang 

memperoleh izin sesuai ketentuan. Hal ini mengindikasikan bahwa 

sistem pelayanan perizinan telah berjalan secara efektif, transparan, dan 

akuntabel. Fasilitasi penanaman modal lintas daerah juga terlaksana 

secara optimal dan mendukung peningkatan realisasi investasi. 

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal juga 

memberikan kontribusi signifikan, khususnya dalam penyelesaian 

hambatan dan permasalahan pelaku usaha. Penyelesaian permasalahan 

investasi secara tepat waktu berimplikasi langsung terhadap 

peningkatan kepercayaan investor serta keberlanjutan kegiatan usaha di 

daerah. 

Pada sisi lain, Program Promosi Penanaman Modal tetap berperan 

strategis dalam menjaga keberlanjutan arus investasi, meskipun 

terdapat fluktuasi pada persentase peningkatan jumlah investor. 

Penurunan jumlah investor pada periode tertentu dipengaruhi oleh 

faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi makro dan dinamika pasar. 

Namun demikian, intensitas dan kualitas promosi tetap menjadi 

instrumen penting dalam memperluas jejaring dan peluang investasi. 

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal secara umum 

mendukung terciptanya kepastian berusaha. Meskipun terdapat 

beberapa kegiatan yang tidak terealisasi karena penyesuaian kebijakan, 

efisiensi anggaran, atau menunggu regulasi lebih lanjut, substansi 

program tetap relevan dalam mendukung daya saing daerah. 

Di bidang tata kelola pemerintahan, capaian nilai Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan kategori “Baik” serta Indeks 
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Pelayanan Publik yang optimal menunjukkan bahwa penyelenggaraan 

pemerintahan telah berjalan secara akuntabel, transparan, dan 

berorientasi pada pelayanan. Program penunjang urusan pemerintahan 

daerah berkontribusi dalam menjaga stabilitas administrasi, pengelolaan 

keuangan, serta kelancaran operasional perangkat daerah. 

Namun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak 

terealisasi pada tahun berjalan. Ketidaktercapaian tersebut umumnya 

disebabkan oleh efisiensi anggaran, penyesuaian kebijakan, pergeseran 

prioritas, maupun mekanisme pelaksanaan melalui skema lain. Kegiatan 

yang tidak terealisasi tersebut belum memberikan kontribusi langsung 

terhadap pencapaian sasaran kinerja pada periode pelaporan. 

Secara keseluruhan, kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan 

dapat dinilai efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis, 

khususnya dalam meningkatkan produktivitas ekonomi daerah melalui 

peningkatan investasi dan optimalisasi pelayanan perizinan berusaha. 

Ke depan, diperlukan penguatan pada aspek pengelolaan data dan 

sistem informasi investasi, harmonisasi kebijakan, serta peningkatan 

kualitas promosi berbasis potensi unggulan daerah guna menjaga 

keberlanjutan capaian kinerja. 

 

3.2 Realisasi Anggaran 

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait 

anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber 

daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian 

Kinerja diuraikan sebagai berikut: 
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Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan 

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.2.

5.1.

1 

PROGRAM 

PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH PROVINSI 

9.573.971.888 8.514.598.381 88.93 

1.2.

5.1.

1.1 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

178.941.900 175.120.637 97,86 

1.2.

5.1.

1.1 

Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

7.543.209.578 6.591.457.587 87,38 

1.2.

5.1.

1.1.

1 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

152.756.900 151.725.637 99,32 

1.2.

5.1.

1.1.

1 

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

7.328.531.990 6.378.890.437 87,04 

1.2.

5.1.

1.1.

2 

Koordinasi dan 

Penyusunan Dokumen 

RKA- SKPD 

11.300.000 11.300.000 100,00 

1.2.

5.1.

1.1.

2 

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN 

179.280.000 179.280.000 100,00 

1.2.

5.1.

1.1.

3 

Koordinasi dan 

Penyusunan DPA-

SKPD 

0 0 0 

1.2.

5.1.

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

10.760.000 9.025.000 83,88 
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No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.1.

3 

Keuangan Akhir 

Tahun SKPD 

1.2.

5.1.

1.1.

4 

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

14.885.000 12.095.000 81,26 

1.2.

5.1.

1.1.

4 

Pengelolaan dan 

Penyiapan Bahan 

Tanggapan 

Pemeriksaan 

0 0 0 

1.2.

5.1.

1.1.

5 

Pelaksanaan 

Pengumpulan Data 

Statistik Sektoral 

Daerah 

0 0 0 

1.2.

5.1.

1.1.

5 

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/Semestera

n SKPD 

24.637.588 24.262.150 98.48 

1.2.

5.1.

1.1.

6 

Sinkronisasi dan 

Harmonisasi Pusat 

dan Daerah dalam 

Rangka Mendukung 

Target Pembangunan 

Nasional melalui 

Koordinasi Teknis 

Pembangunan 

0 0 0 

1.2.

5.1.

1.1.

7 

Koordinasi 

Peningkatan 

Partisipasi Masyarakat 

dalam 

Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan 

Daerah yang Diampu 

0 0 0 
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No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.2.

5.1.

1.2 

Administrasi Barang 

Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 

3.219.700 2.450.000 76,09 

1.2.

5.1.

1.2.

1 

Penyusunan 

Perencanaan 

Kebutuhan Barang 

Milik Daerah SKPD 

3.219.700 2.450.000 76,09 

1.2.

5.1.

1.3 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

5.000.300 3.833.350 76,66 

1.2.

5.1.

1.3.

1 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana Disiplin 

Pegawai 

0 0 0 

1.2.

5.1.

1.3.

2 

Pengadaan Pakaian 

Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya 

0 0 0 

1.2.

5.1.

1.3.

3 

Bimbingan Teknis 

Implementasi 

Peraturan Perundang-

Undangan 

0 0 0 

1.2.

5.1.

1.3.

4 

Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi 

5.000.300 3.833.350 76,66 

1.2.

5.1.

1.3.

5 

Sosialisasi Peraturan 

Perundang-Undangan 

0 0 0 

1.2.

5.1.

1.4 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

244.015.850 240.814.505 98,69 

1.2.

5.1.

Penyediaan Komponen 

Instalasi 

603.750 0 0,00 
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No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.4.

1 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

1.2.

5.1.

1.4.

2 

Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor 

0 0 0 

1.2.

5.1.

1.4.

3 

Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga 

0 0 0 

1.2.

5.1.

1.4.

4 

Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

6.056.600 6.022.000 99,43 

1.2.

5.1.

1.4.

5 

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

26.615.000 24.134.750 90,68 

1.2.

5.1.

1.4.

6 

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang- Undangan 

1.200.500 1.200.000 99,96 

1.2.

5.1.

1.4.

7 

Fasilitasi Kunjungan 

Tamu 

29.140.000 29.109.620 99,90 

1.2.

5.1.

1.4.

8 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

180.400.000 180.348.135 99,97 

1.2.

5.1.

1.4.

9 

Dukungan 

Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD 

0 0 0 



 

60 
 

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.2.

5.1.

1.5 

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

780.218.842 774.378.863 99.25 

1.2.

5.1.

1.5.

1 

Pengadaan Kendaraan 

Dinas Operasional 

atau Lapangan 

570.000.000 569.889.000 99,98 

1.2.

5.1.

1.5.

2 

Pengadaan Mebel 0 0 0 

1.2.

5.1.

1.5.

3 

Pengadaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

69.480.450 69.480.450 100,00 

1.2.

5.1.

1.5.

4 

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

140.738.392 135.009.413 95.93 

1.2.

5.1.

1.6 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

711.675.700 626.441.238 88,02 

1.2.

5.1.

1.6.

1 

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

2.500.000 1.550.000 62,00 

1.2.

5.1.

1.6.

2 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

217.776.000 213.491.238 98,03 

1.2.

5.1.

1.6.

3 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

491.399.700 411.400.000 83,72 
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No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.2.

5.1.

1.7 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

107.690.018 102.102.201 94,81 

1.2.

5.1.

1.7.

1 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan 

46.730.000 41.262.383 88,30 

1.2.

5.1.

1.7.

2 

Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

3.050.000 2.955.000 96,89 

1.2.

5.1.

1.7.

3 

Pemeliharaan/Rehabili

tasi Gedung Kantor 

dan Bangunan 

Lainnya 

48.927.700 48.902.500 99,95 

1.2.

5.1.

1.7.

4 

Pemeliharaan/Rehabili

tasi Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

0 0 0 

1.2.

5.1.

1.7.

5 

Pemeliharaan/Rehabili

tasi Sarana dan 

Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

8.982.318 8.982.318 100,00 

1.2.

5.1.

2 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

IKLIM PENANAMAN 

MODAL 

0 0 0 
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No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.2.

5.1.

2.1 

Penetapan Pemberian 

Fasilitas/Insentif 

dibidang Penanaman 

Modal yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 

Provinsi 

0 0 0 

1.2.

5.1.

2.1.

1 

Penetapan Kebijakan 

Daerah dalam 

Pemberian 

Fasilitas/Insentif dan 

Kemudahan 

Penanaman Modal 

0 0 0 

1.2.

5.1.

2.1.

2 

Fasilitasi Kemitraan 

yang dilakukan oleh 

Pemerintah Provinsi 

0 0 0 

1.2.

5.1.

2.1.

3 

Rekomendasi 

Kebijakan Sektor 

Usaha yang 

Regulasinya 

Diharmonisasi Terkait 

Perizinan Berusaha 

Berbasis Resiko 

0 0 0 

1.2.

5.1.

2.2 

Pembuatan Peta 

Potensi Investasi 

Provinsi 

0 0 0 

1.2.

5.1.

2.2.

1 

Penyusunan Rencana 

Umum Penanaman 

Modal Daerah Provinsi 

0 0 0 

1.2.

5.1.

2.2.

2 

Pemutakhiran data 

potensi investasi 

daerah pada Sistem 

PIR (Potensi Investasi 

Regional) 

0 0 0 
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No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.2.

5.1.

3 

PROGRAM PROMOSI 

PENANAMAN MODAL 

287.474.534 287.304.543 99,94 

1.2.

5.1.

3.1 

Penyelenggaraan 

Promosi Penanaman 

Modal yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 

Provinsi 

287.474.534 287.304.543 99,94 

1.2.

5.1.

3.1.

1 

Pelaksanaan Kegiatan 

Promosi Penanaman 

Modal Kewenangan 

Provinsi 

265.020.000 265.000.000 99,99 

1.2.

5.1.

3.1.

2 

Penyusunan Strategi 

Promosi Penanaman 

Modal Kewenangan 

Provinsi 

22.454.534 22.304.543 99,33 

1.2.

5.1.

4 

PROGRAM 

PELAYANAN 

PENANAMAN MODAL 

478.036.210   

1.2.

5.1.

4.1 

Penanaman Modal 

yang Ruang 

Lingkupnya Lintas 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

478.036.210 463.550.050 96.97 

1.2.

5.1.

4.1.

1 

Penyediaan Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

melalui Sistem 

Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko 

Terintegrasi secara 

Elektronik 

93.018.110 78.902.410 84.82 

1.2.

5.1.

4.1.

2 

Pemantauan, Analisis, 

Evaluasi, dan 

Pelaporan di Bidang 

148.985.000 148.863.317 99,92 
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No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko 

1.2.

5.1.

4.1.

3 

Penyediaan dan 

Pengelolaan Layanan 

Konsultasi Perizinan 

Berusaha Berbasis 

Risiko 

236.033.100 235.784.323 99.89 

1.2.

5.1.

4.2 

Penanaman Modal 

yang Menurut 

Ketentuan Peraturan 

Perundangan-

Undangan Menjadi 

Kewenangan Daerah 

Provinsi 

0 0 0 

1.2.

5.1.

4.2.

1 

Penyediaan dan 

pengelolaan Layanan 

Konsultasi Perizinan 

Berusaha Berbasis 

Risiko 

0 0 0 

1.2.

5.1.

4.2.

2 

Penyediaan Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

melalui Sistem 

Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko 

Terintegrasi secara 

Elektronik 

0 0 0 

1.2.

5.1.

4.2.

3 

Pemantauan, Analisis, 

Evaluasi, dan 

Pelaporan di Bidang 

Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko 

0 0 0 

1.2.

5.1.

5 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN 

PENANAMAN MODAL 

166.387.300 164.150.000 98.66 
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No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.2.

5.1.

5.1 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 

Provinsi 

166.387.300 164.150.000 98.66 

1.2.

5.1.

5.1.

1 

Pengawasan 

Penanaman Modal 

14.339.400 13.011.700 90.74 

1.2.

5.1.

5.1.

2 

Penyelesaian 

Permasalahan dan 

Hambatan yang 

dihadapi Pelaku Usaha 

dalam merealisasikan 

Kegiatan Usahanya 

152.047.900 151.138.300 99.40 

1.2.

5.1.

5.1.

3 

Bimbingan Teknis 

kepada Pelaku Usaha 

0 0 0 

1.2.

5.1.

6 

PROGRAM 

PENGELOLAAN DATA 

DAN SISTEM 

INFORMASI 

PENANAMAN MODAL 

0 0 0 

1.2.

5.1.

6.1 

Urusan Pengelolaan 

Data dan Informasi 

Perizinan dan Non 

Perizinan Penanaman 

Modal yang 

Terintegrasi pada 

Tingkat Daerah 

Provinsi 

0 0 0 

1.2.

5.1.

Pengolahan, Penyajian 

dan Pemanfaatan Data 

0 0 0 
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No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) 

6.1.

1 

dan Informasi 

Perizinan Berbasis 

Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara 

Elektronik 

Sumber : DPA Perubahan DPMPTSP Prov Sultra 2025 

Uraian penjelasan tabel: 

Berdasarkan tabel realisasi anggaran, secara umum pelaksanaan 

program dan kegiatan pada DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara 

menunjukkan tingkat serapan anggaran yang cukup optimal. 

Program dengan alokasi anggaran terbesar yaitu Program 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar 

Rp9.573.971.888 terealisasi Rp8.514.598.381 atau 88,93%. Realisasi ini 

menunjukkan bahwa fungsi administrasi dan operasional perangkat 

daerah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat efisiensi pada 

beberapa sub kegiatan. 

Pada komponen administrasi keuangan perangkat daerah, realisasi 

mencapai 87,38%, dimana belanja terbesar terdapat pada penyediaan 

gaji dan tunjangan ASN dengan capaian 87,04%. Sementara itu, kegiatan 

perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah menunjukkan 

kinerja sangat baik dengan capaian hingga 97,86%, bahkan beberapa 

sub kegiatan mencapai 100%. 

Administrasi umum perangkat daerah juga menunjukkan kinerja 

yang sangat baik dengan realisasi 98,69%, termasuk penyelenggaraan 

rapat koordinasi dan fasilitasi kunjungan tamu yang hampir terealisasi 

sempurna (di atas 99%). Pengadaan barang milik daerah bahkan 

mencapai 99,25%, menunjukkan efektivitas pelaksanaan belanja modal. 

Pada sisi pelayanan inti, Program Promosi Penanaman Modal 

terealisasi sebesar 99,94%, mencerminkan komitmen kuat dalam 
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mendukung peningkatan investasi daerah. Demikian pula Program 

Pelayanan Penanaman Modal mencatat realisasi sebesar 96,97%, 

terutama pada kegiatan pemantauan, evaluasi, dan layanan konsultasi 

perizinan berbasis risiko yang hampir mencapai 100%. 

Selain itu, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

terealisasi sebesar 98,66%, dengan kegiatan penyelesaian permasalahan 

pelaku usaha mencapai 99,40%, yang menunjukkan dukungan aktif 

pemerintah dalam menjaga iklim investasi tetap kondusif. 

Adapun beberapa program seperti Program Pengembangan Iklim 

Penanaman Modal serta Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 

Penanaman Modal belum memiliki alokasi anggaran pada tahun 

berjalan, sehingga tidak terdapat realisasi. 

Secara keseluruhan, tingkat serapan anggaran pada tahun ini 

menunjukkan kinerja yang efektif dan efisien, terutama pada program-

program yang berkaitan langsung dengan pelayanan dan pengendalian 

investasi. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan 

perizinan serta penguatan iklim investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara. 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara 

Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas 

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi 

Tenggara Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang 

baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

        Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara 

Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara dan 

Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja 

kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang 

mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi 

Tenggara tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. 

Sulawesi Tenggara memiliki 3 sasaran strategis dengan 2 sasaran 

strategis tercapai dan 1 sasaran strategis tidak tercapai. 

2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara 

adalah keterbatasan alokasi anggaran pada sebagian program 

strategis penanaman modal, serta keterbatasan sumber daya 

manusia yang memiliki kompetensi teknis di bidang investasi dan 

perizinan. Selain itu, koordinasi lintas sektor dan lintas 
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kabupaten/kota yang belum sepenuhnya optimal serta dinamika 

perubahan regulasi turut mempengaruhi kecepatan dan 

efektivitas pencapaian target kinerja. 

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu 

dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut: 

1. Mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran pada program 

strategis penanaman modal agar lebih fokus pada pencapaian 

indikator kinerja utama. 

2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pendidikan 

dan pelatihan teknis di bidang investasi serta perizinan berusaha 

berbasis risiko. 

3. Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah 

pusat dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan 

pengendalian penanaman modal. 

4. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi serta 

data potensi investasi daerah secara lebih akurat dan mutakhir. 

5. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan agar lebih cepat, 

transparan, akuntabel, dan berbasis digital. 

6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap 

pelaksanaan program dan kegiatan untuk memastikan efektivitas 

dan efisiensi anggaran. 

7. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi 

langkah-langkah perbaikan diatas. 
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Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara ini, 

diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara 

kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain 

yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk 

membangun . 

Ditetapkan di: Kendari  

Pada tanggal :18 Februari 2026 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI 

SULAWESI TENGGARA, 

 

 
 

 

Ir. MUHAMMAD NURJAYA, S.T., M.T., IPU 

Permbina Utama Muda Gol. IV/c  

NIP, 19670106 199703 1 004C 



 

71 
 

LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 

Dilampirkan Scan PK Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 
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75 
 

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah 

Tahun n (Jika Ada) 
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Lampiran 3 Matriks Renstra (5 tahun) 

Diisi matriks Renstra DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU selama 5 tahun 
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Lampiran 4 LHE SAKIP Nama Perangkat Daerah 

Diisi Scan LHE SAKIP Nama Perangkat Daerah yang diterima dari 

Inspektorat 
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Lampiran 5 Tanggapan/ Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun n-1 (Jika ada) 

Diisi Scan Tanggapan/ Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun n-1 (Jika ada). 
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Lampiran 6 Prestasi Perangkat Daerah Tahun n (Jika Ada) 

 

JUARA III SATU DATA AWARD TAHUN 2025  

KATEGORI  

”KULITAS DATA PERANGKAT DAERAH” 
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ANUGERAH KETERBUKAAN 

INFORMASI PUBLIK 

SULAWESI TENGGARA 2025 

KATEGORI BADAN PUBLIK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

PROV. SULTRA 

SEBAGAI BADAN PUBLIK 

“MENUJU INFORMATIF” 
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SERTIFIKAT  

NOMOR N800.1.12.8/E.114/BAK 

KEPADA DPMPTSP PROVINSI SULAWESI TENGGARA (209095) 

DENGAN INDIKATOR KINERJA [PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)  

TAHUN ANGGARAN 2024 SATUAN KERJA DEKONSENTRASI  

”TERBAIK KEEMPAT (97,98)” 


